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IUNGKASAN 

WAN ITA DAN KERIJAKAN I'EMIlANGUNAN: STUDI ATAS PERAN 
WANITA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK DI PEMKOT 
SURABA Y A (Lina Puryanti, Listiyono Santoso, Eni Sugiarti, 2002, 52 him). 

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang menyajikan data secura 

deskriptif dan bcrsifat kualitatif. Pcnclitian bcrusaha mengungkapkan komposisl 

pembagian kerJa pada struktur birokrasi di Pemkot Surabaya serta peran dan 

ketcrlibatan wan ita. utamanya PNS wan ita dalam seliap pengambilan kcbijakan 

publik (keputusan publik) dl Pemkot Surabaya. 

Tujuan pcnelitian adalah untuk mengetahui bcntuk-bcntuk kctcrlibatan wanita datam 

pcngambilan kchijakan puhlik dl Pcmkot Surahaya serta mengctahui komposlsi 

pernbagian kerja anlara laki-Iaki dan wanita dalam struktur birokrasi Pemko! 

Surabaya berkaitan dengan keadilan jender. Diharapkan peneiitian ini dapat 

mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi yang diiakukan wanita dalam setiap 

pengambilan kcputusan publik dan mcmberi masukan bagi upaya meminimalisasi 

proses marginahsasi peran wanita di scktor publik. Selama ini terlanjur ada 

pemahaman bahwa seliap bidang kcrja seolah-olah tidak menyangkut problem 

kecakapan mclainkan lebih pada problemjcnder. 

Penelitian ini mcnggunakan pt::ndekatan deskriptif untuk menjelaskan data dan 

bcrsifat kualttatif Adapun teknik pcngumpulan data yang dipergunakan adalah: a) 

teknik dokumcntcr dengan mcmanfaatkan dan mencari datalinfonnasi dari media atau 

studi I1tcratur, b) tcknik wawancara dt::ngan mt:lakukan tanya jawab yang bcrsilat 

mdeplh mfervlt'U' kepada 9 orang informan PNS wan ita yang menduduki jabatan 

publik st!rta 20 orang informan pegawal biasa, baik laki-lakl maupun perempuan, c) 

teknik ohscrvasl, yang mcrupakan pcngamatan langsung terhadap subyek peneiitlan 

di lapangan o!eh pcnclitl, yang ulIl1aksudkan unfuk mt:lihat kondlsi riil sebcnarnya di 

lapangan. Scdangkan anal iSIS data yang dlgunakan adalah analisis kualitatif Analtsis 

kualitatlf dllnaksudkan agar data darJat diraparkan sccara mcndalam dan unluk 
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kemudian diintcrpretasikan. Tcknik analisis ini mcliputi: a) Ree/uksi /)al(l, yaill! 

berupa proses pemilihan, pernusatakan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakkan scrta transformasi data kasar yang muncul dan catalan tcrtulis di 

Japangan, b) I'enyajian dala, yaitu meliputi proses pcngorganisasi data, sckumpulan 

informasi yang tcrsusun dan memadai kemungkinan adanya kcsimpulan, c) Nfenarik 

kesimpulun, yaitu melalui proses mcngatur, mengurutkan, mengelompokkan dan 

mcngkatcgorikannya mcnjadl uraian yang l11udah dibaca dan dimcngcrti. 

Hasil penelitian ini menunJukkan betapa keterlibatan wanita dalam pengambilan 

kcbiJakan publik di Pemkot Surabaya rnasih rcaltif rcndah. Kcterlibatan terschut 

masih hcrsifat pasif atau partlsipasi pasif. utamanya dari kalangan PNS wamtn. 

Disebut paslf, brcna partlsipasl yang dibt:nkan kbJh diorientasikan pada tingbt 

kehadirannya dalam setiap rarat pcngambilan kebJjakan. Pengambilan kebijakan 

yang dilakukan oleh pihak birokrat Pemko! Surabaya seringkali hanya melibatkan 

secara minimal pegawai wanita (PNS), juga non-PNS (LSM atau ormas wan ita). 

Bahkan publik hanya dikonsultasikan tentang sebuah kebijakan, justru ketika 

kcbijakan itu sudah dibual. Model scpcrti ini sebenamya bukan sehuah konsultasi 

melainkan hanya media pembcritahuan. 

Oalam kasus pengambilan kcbijakan tentang Perda No.3 Tahun 2000, Tanggal 15 

Mel :WOO, justru keterlibatan wanita di luar PNS lebih berstfat akti( selain 

memberikan masukan tentang malcn perda, mereka juga melakukan press re/t:as(! 

dan bcntuk-bcntuk preuslIre (tdanan) kcpada Pcmkot Surabaya untuk mcnoengarkan 

aspirasl mcrcka. Proses pcnjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya 

juga scnngkali hanya mclibatkan pthak-pihak wamta atau ormasnya yang dalam 

keadaan tcrtcntu mudah lhkooptasi olch birokrat, mtsalnya PKK maupun Dharma 

Wanita. Schingga yang tcrJadt hanyalah forum silaturahrni dan pcnyuluhan daripada 

penjanngan asplraSI bcrkaltan dcngan pambahasan tcntang matcri kchijakan publik 

Realitas Ini rncnJadi buktl hctapa tmgkat kcsadamn publik. dari wanita sendiri bahkan 

dari pihak tmokral. 
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Persoalan yang paling mcncolok Jari rendahnya keterlibatan wanita dalam 

pengambilan kebijakan publik di Pemkot Surabaya dilatarbclakangi oleh dua (2) hal, 

pertama, dari pihak birokrat Pemkot Surabaya sendiri yang tidak memiliki good will 

(kemauan baik) untuk mcmhcrikan pcluang sebesar~bcsamya bagi wanila untuk 

terlibat ak1if dalam seliap pengambilan kebljakan publik, kedua. pihak wunlla, 

utamanya yang berada pada jabatan pub!ik, yang selain jumlahnya masih sangat 

sediki! (27,2 %) dari total pcjabat publik dl Pcmkol Surahaya scrta juga tingkat 

pemahaman mereka tentang problem pengarusutamaan jcndcr masih relatif rendah. 

Persoalan ini pada dasarnya tidak hanya tcrjadl di Pemko! Surabaya saju, mcbinkan 

juga meluas dalam realitas pcrpolttikan nasional, dimana wanita masih berada sub~ 

ordinat, baik dalam leglslatll~ yudlkatll: Icblh~lchll, eksckutif. 

Dengan memperhatlkan hal tersebut rnaka yang harus dilakukan adalah 1) ada sistem 

keterwakilan yang representatif dari kc1ompok wanita dalam institusi politik. baik 

lebrlslatif. yudikatif maupun cksekutif 2) perlu diadakannya citizenship campaiogn 

sebagai proses pcnyadaran bagi masyarakat publik, utamanya wanita dan birokrasi 

tcrutama tcntang masalah hak dan kcwajiban mercka dalam berbagai pengambilan 

kebijakan publik. 3) perlu diadakannya pelatihan tcntang Good Governal1ce bagi 

pejabat di lingkungan birokrasi Pcrnkot Surabaya scrta Commwllly /,eader dan alau 

kelompok~kel()mpok kritis. 

(LP. Jurusan Sastra Inggns, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga: No. Kontrak 

023/1. J T." iPPK ~SO Mil V 120()2) 

-
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SUMMARY 

WOMEN AND THE DEVELOPMENT POLICY: Study of the women involved 
in faking the public policy in Pemkot Surabaya (Lina Puryanti, Listiyono Santoso, 
Eni Sugiarti, 2002, 52 pages) 

This research is a kind of research that serving data descriptively and qualitative. This 
research aftempts to set up the composition of work deviding for bureaucracy 
structure in Pemkot Surabaya and also the women's inlvolved in, esfecially women of 
civil public servant (PNS) in every taking the public policy in Pemko! Surabaya. 

Purpose of the research is to know the forms of women involved In taking the public 
policy in Pemkot Surabaya and to know the composition of work dcviding between 
men and women in the bureaucracy structure of Pemkot Surabaya in relation With 
justice of gender. It's hoped that the research is able to set up a various form of 
partclpation in which wOlllen do in every taking the public decision in giving 
suggestion in aftcmpt to minimize the process of marginalization of women involved 
in public sector. To this time there IS an understanding thet every work field is not 
related to the problem of skill but it's more to the problem of gender. 

This research use the descriptive approach to explain the data and to be qualitative. 
The technique of data collecting which is used; a) Documentary technique by using 
and looking for data (information from media or study of literature), b) Technique of 
interview by doing ask and answer that is indepth interview to 9 people of infonnan 
of women civil public servant who arc in the public function and also to 20 informan 
of com man worker for men or women, c) Technique of observation, that is the direct 
watch for subject of research infield by observer, that aimed to see the real condition 
actually in field. But the analysis of data used is qualitative analysis. QualitatIve 
analisys is aimed that data can be explained display and to be interpreted later. 

This technique of analysis involves; a) Data Reduction, IS a selecting process, 
focusing attention for simplification, abstractIOn and transformation of rough data 
which appcar and the written note III field, b) Data Srving, that involves the process 
of data organi7.ator, a series of arranged, c) Making Conclusion. by process to set. to 
arrange, to group and to category so it \vill he an explanation that easily to rcad and to 
understand. 

Result of tillS research shows that the women involved lI1i taking the public policy in 
Pemkot Surabaya is stdl relatIvely low. The involving is still phasif or phasif 
participation, especially from group of women civil public servant (PNS). It's called 
phasif, because of the participation which is given more oriented to stage of 
appearance In every meeting for taking policy. Taking policy as bureaucracy of 
Pemkot Surabaya docs is frequently just involve minimally to the women civil public 
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servant (PNS) and also now, civil public servant (LSM or mass organization of 
women). 

Moreover public is just consulted for about a policy as when the policy has been 
made. This moded is actually not a consultation but it's just a media of 
announcement. I case af taking policy about Perda No.3 Tahun 2000, Tanggal 15 
Mei 2000, that is women involved out of civil public servent (PNS) is more actively, 
besides giving suggestion about material of Perda, they also doing press release and 
fanns of pressure to Pcmkot Surabaya to listen their aspiration. Aspiration selecting 
process that Pemkot Surabaya does just frequently involve the women sides or their 
mass organization in which for certain condition if will be eacily coopted by the 
bureaucracy, such as PKK or Dharma Wanita.lfwill be just a forum of friendship and 
training for selecting aspiration related to discussing material of public policy. This 
reality is a prove that the stage or public realization, from that the women herself and 
even from buraucrate. 

The most essential problem of the low of the women Involvt:d in taking public policy 
in Pemkot Surabaya is back grounded hy the two things, first, from side will to give a 
big chance to the women to be Involved actlvely in every taking public pollcy, 
besides the less amount (27,2 %) of public holder understanding about problem of 
gender mainstreaming that is still relatively low. This problem basically is not happen 
(occur in Pemkot Surabaya. but is spreads to the reality of national politic, where 
women is still in subordinate, ini legislativc,judicative and also executive). 

By seeing that point so it must be done: I) There is a system that representatively 
representing for the women group in the politic institution, even legislative,judicative 
or executive, 2) It's need to be held a citizeship compaign as process realizing for the 
public people, especially the women and the bureaucracy main by is about problem of 
their right and the duty in a senes of taking public policy, 3). It's need to be held a 
training about good governance bureaucracy of Pcmkot Surabaya and also 
community kcader and the sritical groups. 
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KATA I'ENGANTAR 

SegaJa puji hanya milik Allah SWT. alas segala limpahan rahmat dan rahim

Nya, Tiada daya upaya kecuali datangnya dari Allah SWT, sehingga kerja serius 

penelitian ini dapat terselesaikan, mcskipun tcrdapat berbagai kendala teknis sejak 

awal penulisan. 

PenelitJan illi dibiayai oldl Bagian Proyek Pcningkatan Kualitas SDM 

(BPPK-SDM) Direktorat Jcndcral I'endidlkan Tinggi, Dcpartemcn Pendidikan 

NasJOnal tahun 2002, yang herusaha unluk mcmaJukan kerJa-kerja akademik para 

dosen nluda mclalui bcrbagai beilluk pcnclltiun. Pcnclitian mcrupakan bagiun integral 

dan Tn Dhanna Pcrguruan TinggJ yang wajlb dijalankan olch sctiap civitas 

akadcmiknya. Olch karena ilu, alas bantuan biaya yang dibcrikan olch BPPK-SDM 

Ditjen Djkti Dcpdiknas, penclltl sampajkan ucapan terimakasih. 

Penelitian ini juga tidak akan dapat diselesaikan lanpa bantuan duri bcrbagai 

pihak. Untuk itu, dcngan tcrsclcsaikannya penelitian ini, secara khusus, penelili 

sampaikan terimakasih kepada Prof Dr. H. Med. Puruhito selaku Rektor Universitas 

Airlangga, kcpada Prof Dr. H. Sannanu selaku Kctua Lembaga Pcnclitian 

Universitas Airlangga serta kepada Prof Wahjoedi scbagai Dekan Fakultas Sastra 

Universitas Alrlangga, yang Iclah memberikan ijin dan kcsempatan bagi 

tcrselenggaranya penelitian mi. Dan kcpada scmua pihak yang turut serta mcmberikan 

kritik dan evaluasi alas penelitian ini. saya sampaikan penghargaan yang sClinggi w 

tingginya_ 

SeJak awal penulls merasa bahwa pcnditian tentang lema 1m tidak scsual 

dengan bidang keilmuan pcneilli, tetapl kcterlibatan dalam aktivilas LSM yang 

bergerak dt bidang pcningkatan partisipast wanita, membuat tidak ada salahnya untuk 

mencooa lkut tcrlioat dalam pcngkajian tcnlang wanita dan kcbljakan publik. 

Karcnanya. bila tcrdapat bcrbagul benluk kcsalahan, khususnya mctodologi. penclili 

bcrharap kritik dan m'lsukannva. 
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Akhimya, pcnulis bcrharap semoga hasil penclitian 1ni menjadi salah salu 

bagian dari sebuah kerja akadcmik yang bermanfaat bagi semua pihak. 

Surabaya, 10 Oktobcr 2002 

Kctua Penelili 
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PEN I)A II ULUAN 

A. Latar Bclak:lng ~ I as:ll:lh 

Dalam pandangan masyarakat, baik yang bcrkcmbang di masyarakat Bural 

maupun Timur. status wan ita umurnnya dianggap Icbih rcndah dar; pna. 

Sebagairnana dikctahui. dalam proses pcmbagian kc rja misalnya, wanita scringkali 

ditempalkan sub-ordinal. Knlu ada wan;ta ya ng bekerja dalam pckcdaan yang sama 

dengan pckerja..1n (yang biasa) dlkcrjakan prin. sangat scring terjadi imbalan berupa 

gaj i yang dibcnkan kCp'lda wunit:. Jauh kbih rcndah daripada imhalan kaum pria . 

Uahkan kcscrnpalun Illcndudukl jabatan scbagul pcmirnpm Juga rch:lIif Ichih kedl 

kcmungk inannya dibandingkan pria. Wanita -<ialam tcrmi nologi in i- sc ringknli 

dianggap kurang mampu untuk rnenduduki jabatan penting. khususnya jabatan 

sebagai pirnpinan. 

M!.!nurUI Djamaluddin Aneok (1987: 34) walaupun diakui ada hal-hal obyekt if 

yang mcmang dianggap scb:lgai kc1cm:lhan, misal nya wanila dinnggap kurang 

mampu l11!.!nahan I!l11osi jib dibanding pria, nam un seringkali wanila kurang 

mcndapat kc!.!.!mpalan dan JlI:nghasdan yang suma dikarcnakan adanya kt.'salahan 

pcrscpsi I!.!rhadap kcmampuan wanila. Adanya pcmbagian kerja yang ccndcrung 

'sexist' dalam tubuh organisasi-organisasi prmlle maupun publik mcnjadi pcrsoaian 

mcndasar bagi proscs pcngimcgrasian peran wanita dallll11 pcngambiian kCpulus3n 

organisasiunal. Kcadaan ini dilularbdaknagi ukh s!.!buah pcrscpsi yang sl c!n:otypc!. 

• I IK l 
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dimana l<lki-Iakl Icbih kuat dan pcrcmpuan lcmah, yang kcmudian bcrkcmbang raJa 

perbedaan akses terhadap pekerjaan. 

Kondisi riil juga membuktikan tentang kecilnya jumlah wanita yang dudu!..: 

dalam slrala pemcrintahan atau pada jabatan yang berhubungan dengan declsl/)// 

maker. Hal ini scmakin mcnjadi bukti bctapa pada aras rcalitas -tidak dalam (fras 

wacana- bias gender dalam orgulllsasl puhhk. sCITIlsal birokrasi pcmerintah ternyal<l 

masih berkembang. Kecenderungan posisi atau jabatan yang \ayak ditempati \vanita 

adalah rndulu pckcrJaan alau Jubatan yang bcrsifat 'pclayanan' (service). Kenyalml1l 

ini jclas mcngingkari asas kcsamaan kcscmpatan yang scharusnya dimilikl wamta 

untuk tUfut berpartisipasi secara aktd' dalam pekerjaan yang sifatnya publik. 

Dalam tenninoiogi in!, lema kesetaraan jender menjadi acuan terwujudnya 

kesempatan yang sarna dalam memJX!roleh akses terhadap sumberdaya, ckonomi, 

promosi, kcnaikan pangkat dan gajl, agar wamta mempunyai pernn nyata dalam 

setlap pengabdan kcputusan publlk. Namun, pt:rsoalan wan ita dan laki-Iaki dalam 

kontcks hubungan pt:mhaglan kCTJa pada sebuah organisasi publik semlsal 

Pemcnnlah Kola (Pcmkot) SlIrahav:i -dalam kenyataannya- masih mcmunculkan 

kondisl bias Jcndcr. 

Datum struktur pcmbaglan kaJa, maslh hanyak ditel11ukan kcjadmn 

minimahsasi peran wamla dalarn prost.':s pcnentuan kcbljakan pllhlik. Hal 101 blsa 

terlihat dati komposisi dall pcmbcnan kcscmpatan yang tidak sarna dalam proses 

pencmpatan pcgawai dalam POSiSI-POSISI stratcgls. Posisl stralcgis Icbih ditckallkan 

pada JUbatan yang bcrhubungan Jengan pclayanan publlk bagl masyarakat. Minimal 
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scbuah jabatan yang berkaitan dcngan kcrja-kcrja yang mcncnlukan startcgi 

perencanaan pembangunan. Tabel di bawah ini adalah komposisi pegawai yang 

menduduki jabatan Kabag dan Kasubag di salah satu kantar Pemkot Surabaya. yaitu 

Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya mcnurut jenis kc1amin : 

JUMLAII PEGAWAI SEKRETARIAT PEMKOTSURAllAYA 
TAlIlJN 2000 MENlJRUT JENIS KELAMIN 

c-~N,"O~ ______ --,INsrANSI Laki-Laki Ptremp~ 
KABAG ~I 

L!-... ...l _______ ._._ ~agia~ lIukum ___ I 1 ----.. 1..----------=---- I 
cl =2~ji;=====J!:~B~agml1 11t~~~_~,·c -----~If___--'-' --~ ~ i- j 13a~~~E~~waian I I I 
rl-;c--+----~cB .. a...,gi-'!~-~~il-~an I I I 

, Dagian Ling~ llgan lIidllp I I , 
" -

1 6 ! Baf,(ian Or~'!!~~~r , -j 

i -
7 0" ,jan Pcmcrintah Kalurahan I , - I 

8 Bagian Penyusunan Pro· 'ram , -_--I 

9 Bag;an Perekonomian , -
'0 Bagian PerkOlaan 1 -
II Ba~ian PerlenlZkapan , -
12 Ba~ian Sosial 1 -
IJ Ba~jan Tala Pemerinlahan , -
14 Bagian Umum , -

I I Jumlah L. 14 0 
~---,- - -- ---- " -

KASlInnAG I 
BagLa_'!..!!\~kum 3 I 

f--'2'--+-____ ~c-'B"a"'gia~1...t!l!.!~l1a,,''c------+---'2'---l_1 __ -,2,_ __ 
f--'Jc-+ ________ --'B~gianKC~&a~~~.a~;a~"'_ ________ _l_-----J~----+II----~, __ ___ 

4 Ba~ian Keuangan 3. 

? 
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4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Bagian Linu.kunuan Ilidup 
8al.!ian Omanisasi 

Ballian Pemerinlah Kalurahan 
Bagmn Penyusunan ProgTan 

Ballian Pcrekonomian 
Bauian Perkotaan 

B;;ian Perlen 'kapan 
8aQian Sosial 

Ba ·jan Tala Pcmcrintahan 
8agian Umum 

JllML4.11 
.JIJI\ILAII KESI<:l.1JRIJIIAN 

9 
8 
17 
16 
26 
11 
11 
17 
t3 
53 

309 
356 

Sumber Data : Ba~iall KepeMulI'uiulI J'emeirnlah Kola Silrahaya lalll/I/ 20(){) 

4 

... _.- ... 

48 
9 
9 
4 
10 
12 

, 

6 I 6 
t3 , 

14 
! 20 

206 
216 

Data diatas mcnunjukkan bahwa scluruh jabatan decisIOn maker dipcgang 

laki-Iaki dan saW dan tiga jabatan Kasubbag dipegang wanita. Dari segi kuantitas 

akses pcrcmpuan tcrhadap penentuan kebijakan puhlik dan partisipasinya dalam 

merumuskan kebijakan-kebijakan publik di birokrasi masih rendah. Jika dilihat dari 

komposisi pegawai wanita, maka posisinya berada di lapis nomor dua sete1ah 1aki-

laki. Semcntara dan jumlah seluruhnya melebihi separuh jumlah seluruh pegawai 

laki-Iah Dengan kata lain, hampir tidal.; ada pegawai \vanita yang mcnduduki jabatan 

Kasubbag yang bcrhubungan dalam proses pcrumusan dan pengambilan kcputusrm di 

tingkat Pcmkot Surabaya. 

Keadaan ini jdas akan berkoreiasl logis dcngan peran wan ita dalam 

pcncntuan kcbijakan publik, yang pada akhimya mcncntukan aspek jender dalam 

kompoSISI jabatan di orgamsasi publik, scmisal birokrasi pcmerintahan. Pada 

akhinl)'a, proses margmahsasi peran wanita dalam pencntuan kebijakan publik 

ditcntukan lev.'at proses pcncmpatan orang ke dalam struktur Jabatan yang sudah 

mcngandung nuansa biaS jcndcr. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan maslah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana komposisi pemhagian kerja pada struktur birokrasi di Pemkot 

Surabaya? 

2. Bagaimana bentuk peran dan partisipasi yang dilakukan wanita dalam 

pengambilan keputusan puhhk rada hirokrasi Pcmkot Surabaya ? 
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IlAIl II 

TINJALIAN PllSTAKA 

Perempuan dan pembangunan belakangan inj menjadi topik mcnarik bagi 

studi jender. Perempuan dalam hanyak hal merupakan subyek penling dalam proses 

pernbangunan. Dcngan pesatnya JUJu pcmbangunan, kemampuan perempuan dituntut 

agar dapal bcrkcmbang sdaras dcngan kcaduan schingga dapat menyesuaikan diri 

dengan kcpcntingan-kcrcntingan pcrnbangunan 

Proses pengintcgrasian pcrclllpuan dalam kebijakan pembangunan dan isu-isu 

yang bcrhubungan dcngan masulah pcranun pr.:rcmpuan di Indonesia pada dasamya 

mulai dlkcmbangkan sccara formal sCJak Pclila kC!lga. Hal tcrsebUl ditandai dcngan 

diangkatnya scorang menteri muda urusan perempuan dalarn Kabinet Ketiga. Bahkan 

dalam Kabinet Pcmbangunan Keempat, menteri muda urusan percmpuan 

ditingkatkan statusnya mcnjad1 mcntcri ncgara (Siti Kusuarji, 1995). Oalam susunan 

kabinct GOlong Royong Jumluh pcrcmpuan yang mcnjabat scbagai menteri ada dua 

(2) yaitu Menten Perdagangan Rim Suwandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, 

Sri WIiujeng. Mcnanknya, sekarang ini jabatan politik tertinggi di Indonesia, yaitu 

kurSl kcprcsldcnan dipcgang olch scorang wanila, Megawatl Soekranoputri. Meskl 

harus dtakul, Mcgawatl nlilsih I1lCnJadL problem Jcnder bcrkaitan dcngan dlJudikannya 

ia scbagal Presiden. 

Scbagaimana dikctahul, hermacam-macam program tclah disusun unluk 

meningkatkan par1isipasi rcrcmpuan dalam rcmbangunan di Indonesia. Gcrakun

gcrakan, orgufllsasi-urganlsasi, sl.:rla program-program SCpl.:rtl PKK, P2WKSS, 

6 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN WANITA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ... LINA PURYANTI



7 

Apsari. dan scbagainya merupakan sarana-sarana pcngintcgrasian pcrcmpuan dalarn 

rembangunan. Pembentukandan penyusunan program-program tersebut dipengaruhi 

oleh konteks politik, sosiologi-budaya. dan ekonomi yang melatarbclakangi proses 

perumusan kebijakan pcmbangunan tersebut. 

Pada dasarnya kchiJakan tcntang peranan pcrcmpuan di Indonesia juga 

dipengaruhl olch persfd.:tif WO/l/e/1 in IJeve/opmenf, yakm suatu pendekatan untuk 

menganahsis pcranan perempuan dalam pembangunan (Kedaulatan Rakyat, 30 

November 1995). Kegiatan dan tindakan datam pendekatan ini didasari oleh kcrangka 

bcrpikir fcminismc liberal yang mcnitikbcratkan pada pcrsamaan kcdudukan, 

kesempalan kerja, perolehan pcnghasilan dan berbagai persamaan hak lainnya bagi 

kaum perempuan. Dengan demikian. akan terdapat kesejajaran status antara kaum 

pria dan wanita dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. 

Disadari bahwa seliar pcrbedaan jcndcr scsungguhnya tidak rnenjadi masalah 

sepanjang hal Itu tidak mdahlrkan kctidakadilan jender. Namun dernikian fakta 

menunjukkan bahwa perbedaan jcnder telah menyebabkan te~iadinya. Namun, 

seringkall hanyu tcrJcbak dalam rctorika dan wacana. Sebab dalam kcnyataannya, 

kondisl pcrcmpuan dl Indonesia dalam hal kesetaraan dan keadtlan jcnder (dihitung 

dari scmua indikator kcseJahteraan. (i<.'lIt/er·rdafed l.kw/oPIlle/l1 Illdex. GDI). dan 

jumlah percmpuan pada Ilngkat.tmgkat rcngambilan kCpulus<ln rolitik ((iellda 

1~·lIIp(Jwerlll('//1 .\/e(1SlIr .. ), rcringkat Indonesia adalah 88, jauh dibdakang Thailand, 

Malaysia, Singapura dan Philipina. Dj tingkat cksckutif. hanya salu dari scmbilan 
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pejabat eselon I dan II adalah perempuan, dan hanya satu dari \3 pegawai escJon III 

adalah perernpuan (Maria Hartmingslh, Kompas, 15 juli 2000). 

Banyak yang tidak menyimak bahwa sebcnamya kultur dimana kim bekerja 

atau kultur yang dikcmhangkan dalam organisasi adalah kultur laki~laki. Ini berarti 

norma atau ukuran serta "aiumn main"-nya adalah sesuai kercnlingan laki-Iaki. 

Proses pengambilan keputusan dilakukan pna, karena kultur bclum sepenuhnya 

memungkmkan wanita bemda pada pusat kekuasaan. Wanita yang direkrut organisasi 

biasanya lebih bersifat pclengkap, dan mcrupakan hasil keputusan laki-Iaki setclah 

dianggap dipcrlukan tennga walllia dcngan alasan iuwcs, mcnarik (Rockmini 

Soedjono, Replubika, 22 Desember 1994). 

Di bagian lain, data yang diperoleh dad Propcnas 2000, berdassarkan Human 

development Report (HRD) 1999, Indonesia dengan nilai Human Index (HOI) tahun 

1997 scbcsar 0,681 mcncrnpati urutan kc 105 dari 174 negara yang diukur_ Variabcl

varia bel yang digunakan dalarn p(.!ngukuran tersebut adalah angka harapan hidup, 

angka meld: huruf, angka partisipasi kasar mudd sekolah dasar hingga menengah 

atas, dan (lDP riil perkapita. Apahda seluruh variabel yang digunakan dalam 

pengukuran I-IDI dianalisa dcngan mcnggunakan pcrbedaan jenis kelamin, dipcrolch 

nital (lender-rela(ed J)el-elu!,lIIt'nt Index (GDJ) schesar 0,675 dan dengan nilai ini 

Indonesia mencmpati urutan kc 8X rada tahun yang sanla, 

S~lanjulnya ukuran lalll yang digunakan adaJah (jel1(/er Fm/JtJwermell! 

MeaSllremell1 (GEM) yang Ill~ngukur s~jauh mana partisipasl pcrcmpuan daJam 

kegiatan-kegiatan politik dan ekonOJnI, termasuk pcngambilan kcputusan. Adapun 
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variabcl-variabcl yang digunakan dalam pcngukuran terscbut adalah pcrscntasc 

perempuan dalam parlemen, pl.!fSentase percmpuan sebagai tenaga administrasi dan 

manajcr, pcrsentasc pcrcmpuan scbagai pekerja profesional dan teknik serta GDP riil 

perkapita percmpuan. Nilai GEM adalah 0,362 dan dcngan nilai ini Indonesia 

menempati urutan ke 71. Sclanjutnya meskipun jumlah PNS perempuan tcrus 

meningkat Jari tahun ke tahun, namun pada tahun 1997 jumlah masih sc(.hkit yaitu 

kurang dari sepertiga dari jumlah seluruh PNS. Apabila dihhat dari mcrcka yang 

I11cndudukl Janil tan struktural pada csc!on III hlngga cscJon I, mal.;a hanya sckitar 7% 

adalah pcrcmpuan (propcnas, 3 Mr.:1 21}OO. I J ·13). 

Kalaulah mdihat dari data-data tersebut. jeias menggambarkan betapa pt!ran 

serta wanita dalam bcrbagai scktor, utamanya organisasi~organisasi publik semisal 

birokrasi masihlah bcrada dalam posisi sub-ordinal. Belum diperoleh keterangan 

sccara jclas, apakah pcrninggiran peran pcrcmpuan bcrkaitan dcngan kualilas 

sumbcrdaya manusia yang masih rcndah alau berkaitan dengan situasi~situasi di luar 

pcrsoalan internal kc-\\!anita-an. Mcnurut Kaum EksintesiaJismc, karena bisa jadi 

kualitas femmisrnc yang sclama lni dipahami sebagai fitrah \ .. :anita dalam 

kenyataannya adalah rncrupakan konslruksi sosial yang dibuat untuk meminggirkan 

peran wanlta dl IIngbl publlk 

Padahal pc.:nm.ahan pcran, scsungguhnya sccara soslOloglS. mcrupakan bent uk 

pengcbirian hak-hak wanlla dalam pclllbangumlll. Hill ini bcmrti mcngcsampingkan 

perun sosial-ckollolTli yang dapal Jllnainkan wanita. Pcrubahan-pcrubahan mcndasar 

dalam kebijakan pcrnbangunan donoml, khususnya hcrkaitan dcngan pcningkalan 
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peran mcrupakan suatu tcrobosan bcrarti dalam konteks pcmbangunan yang Ichih 

luas. Peningkatan peran wanila, dcngan demikian tidak berarti menempatkannY3 

sebagai sentra kebijakan. T \!tapi mcrupakan upaya memberikan peluang partisipasi 

yang sarna bagi warga ncgara wnpa mcmandang jcnis kdamin (Abdul Haris, D 

Februari 1996). 

J ul i Cleves (1996;232) mcngatakan bahwa partislp'J.si perempuan dalam 

scbuah pcnelitian tclah menghasilkan konklusi penting yaitu memahami sifat 

partisipasi perempuan dalam organisasi baru akan memungkinkan bila kendala 

terhadap partisipasi ito diakui. Kcndala utamanya tcrlctak dalam pcmujaan 

'machismo' yaitu pola kultural seksis yang membatasi partislpasi efektif perempuan. 

Machismo ada1ah bentuk diskriminasl terhadap perempuan yang meliputi kehidupan 

seksual, prokreatif. ke~a dan kchidupan emosional perempuan dan menentukan 

hubungan yang dimiliki dcngan mitranya. Dunia publik, umumnya memakai 

mdlkalor kcberhasdan yang IIIl..:ah progn::sif Scorang percmpuan yang masuk ke 

dalam sektor fonnal akan dikatakan gagal kalau dalam kurun waktu tcnentu belum 

mendapatkan prornosi. kenaikan gaji. atau perbaikan kehidupan matcri (Ratna 

Mcgawangi; 1999;111 J. 

Ml!llhat kondisl yang ada. semlsal di Kantor Sekrt!tanat Daerah Pemkot 

Surabaya, nampaknya konser .lender akan leblh sesuai untuk diterapkan karena yang 

diharapkan bukanlah Jumlah sc..:ara matemalis pcrempuan untuk menduduki posisi 

deCISIOn f1IaKIIl}!,. mclainkan Ichih rada komposlsi ideal scsuai dcngan kemampuan 
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dan sebcrapa bcsar kcscmpatan yang diberikan oleh pihak pcngambil kcbijakan 

dalam mengagendakan keterlibatan perempuan padajabatan strategis. 

Kebijakan 'affirma/if uCllOn'dengan menghapuskan eara-cara yang sekarang 

dipakai untuk meningkatkan peran pcn.:mpuun dan mcngalokasikan bcrdasarkan 

sistem kuola dan men/okra.\'! (kcmampuan dan kccakapan) scjumlah kedudukan 

kepada pcn:mpuan yang Illcmungkmkan pcn:mpuan untok mcngisl posisi pcngambil 

keputusan dan tanggungFlwah puhlik. Slslcm kUOla dipcrlukan agar terjadi 

kescimbangan gencdcr d .. n untuk mcncapal ··cr/llcal muss" (Am Soctjipto, 1000;53). 

Kcnyataan di lapangan sdalu mcnulIJukkan bctapa posisi pcrcmpuun rnasih 

berada pada tempat numar dua pada Iingkungan kerjanya dan cenderung 

mengutamakan asspek keterarnpilan. Betapapun secara kuantitatif telah te~adi 

peningkatan jumlah pcrcmpuan yang tcrjun di scktor publik. tidak dapat 

mcnghilangkan fakta tcnlang adanya dominasi pria alas wanila. 

James 8rO\ .. ", scbagalmana lhkutlp Muhammad Asfar (Pnsma, 1996; 6) 

mt::hhat rungsi rt:produkSI wanlta I.Jianggap St!bagai kclernahan utama wanita. 

Akibatnya, seliaI' pckcrjaan wanita sclalu idt::ntik dengan pckcrjaan monoton dan 

tidal.; rnemerlukan olal.;. Kerangka pcrnlklran ini dipcrkuat dengan hasH pcneiitian dl 

Amcrika Scrikat pada saal IcrJadl rc\'uluri clcktronika. namun mcrcka Ictap bcrada 

pada posisi yang tidak mcncntukan dan hanya rncmegang Jabatan yang memerlukan 

kctrampilan bukan pikiran. 

Scrncntara pl!nclitian Eml Susanti dall Uagong Suyanto (Pnsma no. 5, 1996; 

90-92) membcrikan bukti cll1piris tentang kcdudukan wanita dalam kcrja di scktor 
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publik. Idcalnya. tenaga kerja pcrcmpuan yang Icrlibat di scklor publik. sel::lin harus 

mempcroleh perlindungan hukum yang mcmadai. juga harus memperolch upah yang 

layak dan tidak di skriminatif. Tetapi . akibat lalar bclakang pcndidikan dan masih 

dominannya hcgcmoni nila i pafrlllrkJII dalam IllUsyarakal , mab tt.:rjadilah proses 

marginalisasi. Maksudnya. marginalisasi di si ni bukan sckcdar \I!rjadinya proses 

.';(.'1:I'(':.\'1 pcmbagian kcrJu anlam tennga kt:rja lakl·laki dan pcrcmpuan. leta pi Icbih jauh 

ada lah Sl.!macam proses 'pcngucllan' tennga kcrja r~.:rcIllPlJan pada jcni s-jeni s 

pekcrjaan Icncmu yang tidak rncnjanjik<!n kclangsungan hidup yang stabil , yang 

upahnya rcndah alau din ilai scbagai bidang yang tidak mcmbutuhkan kctrampi lan 

khusus. Ilubungan sosial anlara tl!naga kaja pcrempuan dengan majikan di selnor 

trad isional tidak menjadi masalah karena scbagio.n besnr bcrpola pa/roll-HietT, dimana 

maj ikan mcmbcrikan perlindungan dan pekcrjaan, semcntara pekerja memberikan 

loyali tas atau dukunga n kcpada jXllronnya. 

Namun. dalam konstdasi perpolitikan nasional, kondisi pellllllggi ran peran 

pcrcmpuan cukup kdihatan. Hal 1111 biasanya diawali dari fenomena politik di 

bcrbagai hclahan dunia yang masih sibuk untuk rnenunlut kcsclaraan. Peran 

pcrcrnpuan dalam bldang politik dan pl!ml.:rintahan mcmang masih sangat mJlllm. 

Secara Ulllum, anggota parll.:lllcn dun ia mc.:nurul p.:rhilungan IPU (/11/('1" 

/'urlwlltellfury limon ) baru seki lar 13,7 'Yo. Dad Jumlah tc.:rschul Icnlu saja tidak 

cukup untuk mcrcprcscntasikan kcpcnlingan pcrc.:mplian. Karcnanya lidak 

Illcllghcrankan kalau kcputusan publik yang dihasilkan Icbih b::tnyak 
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mendomestikkkan pernn-peran perempuan (Budi Shanti, dalam Jurnal Peremptlan 

No. 19,2002: 20). 

Peminggiran hak-hak wanita terJadi karena adanya salah satu masalah besar 

yakni sistem jendcr yang sangat patriakis. I-Ial ini pcrnah dikatakan olch Kate Millet, 

seorang tokoh fcminis radikal dalum bukunya ',\'r::wal Po/Nics '. Millet mengajak 

kalangan feminis untuk mcnghapuskan sLstcm jender yang menjadi sumber 

penindasan wanita dan kC111udian rnenciptakan sebuah masyarakat baru dimana 

perempuan dan laki-Iaki sctara di bcrbagai tingkat kebcradaannya (Adriana Venny, 

dalam Jurnal Pcrcmpuan, Edisi 15.2001; 29), Hal ini berarti bahwa dalam kchldupan 

politik hal tersebut bisa lercapai apabiJa peran wanita dan laki-laki dalam posisi 

seimbang. Ketika keseimbangan itu terjadi, peluang untuk saling menindas akan 

menjadi lebih kecil. Begitu pula ketika jumlah wanita dan laki-Iaki dalam parlemen 

ataupun dalam pcmcrintahan sccara umum dalam posisi equal, maka kcpentingan 

wanita tidak akan banyak dipinggirkan, demikian pula dengan laki-Iaki. 

Dalalll struktur blrokrasi dalam pemcrintahan maupun dalam parlemen, 

jumlah tenaga \vanita tidaklah kcmudian mcrcprcscntasikan kcmampuan mercka 

untuk tcrlibat dalam sctiap pcngamhilan kcputusan publik. Minimal dcngan adanya 

kesetaraan. kemampuan waillta untuk 1llt.!lakukan hargaillning positioll menJadl 

mudah untuk dimainkan (Jurnal Pcrcrnpuan. No. 15,2001: 42). 

Namun dalam scjarah pcrpolitikan di Indonesia dan ncgara bcrkembang pada 

umumnya. wanita memang dipandang tcrlambat dalam kcterlibatannya di dunia 

politik maupun dalam birokrasl Stigma-stigma dalam posisi domestik dianggap 
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sebagai salah satu hal yang mengakibatkan percmpuan terlambat memulai dalam 

berkiprah di dunia politik, tennasuk dalam keterlibatannya pada birokrasi. Ada 

beberapa kendala penting yang mengakibatkan perempuan ketinggalan untuk terlibat 

dalam pcmbuatan kcputusan-kcputusan politik (Budi Shanti, 200 I: 21). 

Penelitian Hetifah Sjairudian tentang Parflsipasl ,JerempulJll do/al/1 

/Jengumhilull KepulllslIIl til fill,l!.kaf I.IJku/ (200 1) menyebut bahwa untuk 

mengikutsertakan wanita dan mcmberinya peran dalam setiap penye\enggaraan 

urusan puhlik, maka ia harus dlintcgrasikan di dalamnya. Implemcntasinya adalah 

bagaimana kchidupan yang dcmokratis, dalam masyarakat dan keluarga, adaoya 

keberanian untuk melepaskan dlri dari ketergantungan. menghilangkan perasaan yang 

seialu ingin dilindungi. lemah dan diperlukan kreativitas. inisiatif. berani mengambil 

sikap dan memutuskan sesuatu. 

Dimcnsi-dlmcnsi untuk intcgrasi wanita dalam pembangunan dan 

penyelenggaraan urusan publlk indikatomya adalah partlsipasi wanita yang diukur 

dari scgl kuantitauf dan kualitasnya. Partisipasi tcrsebut harus diletakkan pada model 

partisipasi aktif, dimana b::lcrlilnllan wanila tidak hanya sckcdar 'pcndcngar' dalam 

seliap pengambilan kcputusan, rnclalilkan kcaktifannya memberikan berbagai 

argumen pendapat sekallgus pre(Jsllre (menekan). Ilasil penelitian Hetifah Sjaifudian 

(200 I) menycbut bctapa kualitas partlslpasi yang demlklan dan kalangan wanita 

relatif sanga! rcndah, utamanya merck a yang berada dalam lingkungan institusi 

politik. Partislpasi aktif datam banyak hal lebih banyak dilakukan oleh berbagai 
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Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam pcndampingan dan 

pembcrdayaan wanita pada sektor-scktor publik. 

Berdasarkan kenyataan dl lapangan. ada berbagai level partisipasi warga, 

khususnya wanita, yaitu dari parti~lpasi pasif. dimana warga hanya diberi tahu upa 

yang harus dllakukan, hingga mobiilsasi diri, di mana warga sendiri yang 

menginisiasi proses perubahan di dalam komunitasnya serta membangun hubungan 

dengan pihak luar untuk mempcroleh sumber daya dan nasihat teknis. Oi antara 

keduanya ada bcberapa kualitas partisipasi antara lain partisipasi dalam pembcnan 

infonnasi, partlsipasi melalui konsultasi di mana warga dikonsultasikan olch pihak 

luar namun keputusan telap diambll oleh pihak luar itu sendiri. partisipasi dalam 

rangka pertukaran material -yang biasanya akan terhenti kctika insentif material 

hahis (khusus program padat karya), partisipasi fungsional di mana warga 

hcrpanisipasi mdalui pcmbentukan kclompok yang akan bckerja unluk mcncapai 

tujuan proyck tertcntu, Jan partisipasl intcraktif di mana masyarakat bekerjasama 

untuk mcmhuat rcncana dan tnt!ngontrol pclaksanaannya (Balanglay, tanpa tahun)_ 

Menurut Iktlrah SjulfuJiun (2001; 130) sebctulnya sudah cukup hanyak 

program pcmbangunan di Indones13 yang bcrlabelkan ·partlsipasi'. Namun situasi 

yang paling sering terJadl dl Indont!sla masa lalu adalah. puhJik dlkonsultaslkan 

setelah keputusan dibuat. Dalam kasus ini, tindakan tcrcschut lehih tepat disebut 

sebagai proses pcmberitahuan. hukan pelibatan. Kasus lain yang sering dijumpai 

adalah puhlik yang dikonsliltasikan adalah Int!rcka yang mudah dikooptasi nlch 

pemerintah. sehmgga kehilangan kemampliannya untuk mengadvoka~ikan 
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kepentingan popu\asi yang lcbih lUlls. Dalam hal ini, partisipasi yang tcrjadi 

bukannya mendorung proses dCll1okralisasl. Justru scbaliknya, akan mcnghambat 

upaya menuJu partisipasi yang murni dan berkelanjutan. 

Konsep partisipasi warga (tennasuk wanita) dan konsep dcscntralisasi yang 

demokratis sangat erat tcrkait. Hal ini dibuktikan oleh pcngalaman di beberapa negum 

seperti Filipina dan India yang merasakan desentralisasi yang telah dijalankan 

merupakan efluhlill}!, jtIL'Ior untuk memperkuat partisipasi warga. I3ahwa 

desentralisasi akan memberikan peluang yang lebih besar pada partisipasi warga 

mungkin tidak mcngcjutkan. Yang patut disadari, dalam proses menuju desentralisasi 

st!karang ini, jangan berharap scrnua orang akan secara otol11a1is mcndukung ide-ide 

pelibatan wanita dalam pengambilan keputusan. Apalagi realitas ini didukung oleh 

masih kuatnya budaya patriarkhi dalam struktur masyarakat kita yang masih 

menganggap wanita sub-ordinat dalam berbagai bidang. apalagi bila bidang itu 

menyangkut hirarkhi kckuasaan dalarn birokrasL 

Dnlam konteks orientasl stud I kebijakan publik, pada dasarnya terdapat enam 

ruang lingkup. per{ama adalah pencliti akadcmis ilmu sosial yang berorientasi pada 

pembangunan konstruksi Icoritis dari studi kcbijakan itu sendiri. Kedua. pencliti 

kebijakan, yang beroricntasl pada kajian sehuah kcbiJakan pemerintah dengan mclihat 

dampak-dampaknya bagi masyarakat. Kef/gu, percncana klasik, yang berorientasi 

pada pcndcfinisian dan pcncrjcmahan lujuan ideal bagi pcmbangunan masyarakal. 

Keempal, adlTlinistrator publik. yang beroricntasi pada pcncapaian cfisicnsi dari 

imptemcntasl program yang tclah Jltctapkan olch pm:;cs keolJakan. KellI1w. Jurnalis, 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN WANITA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ... LINA PURYANTI



17 

yang berorientasi pada penarikan fokus perhatian publik pada persoalan sosial 

tertentu. Keel/am. anal isis kebijakan. yang berorientasi pada aktifitas anal isis atas 

kebijakan tertentu dan rnernberikan alternatif kebijakan pada pemerintah dalarn 

rnengatasi problem sosial tcrtentu (Fadillah Putra, 2002; 19). 

Dengan berdasar kccnarn orientasi studi kcbijakan publik, penelitian ini lebih 

mendasarkan diri pada oricntasi pertama. Pcnehtmn mi hendak memfokuskan kajian 

hukan pada aspek materi dan kcbijakan publik, melainkan lebih pada proses 

pembentukan kchijakan publik, misalnya yang dijadikan studi kasus adalah Perda No, 

3 Tahun 2000, TanggaJ 15 Mci 2000 yang dikcluarkan olch Pemkot Surabaya. 

Sebagai bentuk kebijakan puhllk, maka diasumsikan produk perda tersebut dihasilkan 

melalui berbagai bentuk keterlibatan (utamanya wanita) dalam pengambilan 

keputusan publik. 
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TUJlJAN DAN I\IANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

I. Untuk mengetahui bcntuk-bentuk peran dan partisipasi wanita dalam 

pcngambilan keputusan publik di Pcmenntah Kola Surabaya 

") Untuk mengctahui komposisi pcmbagmn kcrja wanita dan laki-Iaki da[am 

struktur organisasi publik Pcmkot Surahaya. 

B. l\lanfaat Penelitian 

Hasil penclitian ini dihararkan m~ll1bcrikan mantuat, antara lain: 

1. Mengungkapan tcrjadinya proses kctidakadilan Jcndcr dalam pembagian kc~ia 

antara laki-laki dan wanita. 

2. Memberikan masukan bag; upaya mcminimalisasi proses marginalisasi peran 

wanita di sektor publik. 

3. Bagl masyarakat indllnCSIU. pcnchtlan In! diharapkan memberikan masukan 

bcrarti untuk rncmpcrsiapkan diri, Illcntngkatkan kualitas sumberdaya, agar 

peran serta wanlta dl sd..tor puh!ik scmakm menguat. 

4. Menambah khasanah pcmahaman masyarakat atas kajian tentang wanita 

bcserta ruang lingkupnya. 
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~IETODE PENELITIAN 

Harding (1987:2) mendelinisikan metodologi sebagai tcori dan analisis 

mengenai bagaimana suatu pcnclitian seharusnya dilakukan, metode sabagai leknlk 

pengumpu!an data, dan cpistcmo\ogi adalah suatu meta tcon. suatu leon pengetahuan. 

Mctodc hanya mcrupakan instrurncn pcnclitian untuk mcngumpulan data dan 

informasi (Ratna Suptan, 1997;451). Metodologi penelitian dengan demikian dapat 

diartikan scbagai proses untuk mcngumrulkan data dan alaI pcngumpulan data. 

Pcnl..:\llIan ini paoa uasarnya 1I11:rurakan tipe pcnclitian dcskriptir-kualitatif 

yang dimaksudkan untuk mcnggambarkan fenomcna tcntang kondisi komposisi 

pembagian kerja antara laki-Iaki dan perempuan di Pemkot Surabaya. terulama 

berkaitan dcngan komposisijabatan yang mencntukan pengambilan kebijakan publik. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai bcrikut : 

I. Pcncntuan Sumbcr DaHl : 

Sumber data pcnclHian 101 adalah organisasi publik. yaitu Pemkot Surabaya; yang 

didalamnya mcl1putl bcrbagai instansi pemcrintahan yang berada dalam 

koordmasi Sckrctariat Pl!mkOI Surabaya. Jimana pcngambilan sampeJ melalUl 

purposlVt! samplmg, bukan sccara aeak. kart!na dlpilih berdasarkan pcrtimbangan

pcrtimbangan mcncan sumbcr-mforman yang bcnar-hcnar ment::ctahui 

pcrmasalahan dan sumbcr-sumhcr pcndukung lainnya. 
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2. Teknik Pengumpulan Data: 

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan data yang ingm disajikan untuk 

menjawab permasalahan penclitian dan scsuai dengan tipe peneiitian. Untuk 

kepcrluan tersebut, maka teknlk pcngumpulan data yang dipcrgunakan adalah . 

a. Tcknik Dokumcntcr 

Dimana teknik ini memanfaatkan dan mencan data dan informasi dari media 

sural kabar, maJalah dan studi literatur yang berhubungan dengan 

pcnnasalahan pcnclitian. 

b. Tcknik Wa\,,:ancara 

Merupakan teknik pcngumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

langsung dcngan infonnan di lapangan. Dalam wawancara ini digunakan 

pcdoman wawancara dengan maksud agar penelitian lebih tcrarah dan 

mcnghindari pcrtanyaall yang tidak pcrlu. Sclanjutnya dilakukan 'indcpth 

study' untuk mcmpcrolch data mengcnai partislpasi dan akses wanita dalam 

pembangunan. Tcknik Jill bcrhentuk tanya Jawab lang5ung dcngan subjek di 

Japangan bcrdasarkan asp!.:k hmgaman dan kcumkan pada karaktcristik 

masmg-masing kcrja. Tetapl untuk mcmpcrolch data tcntang wanita di 

birokrasi juga dilakukan wawancara tcrhadap beberapa staf di Sekretariat 

Pemkot Surabaya dan Dinas 5051a1 Kota 5urabaya. 
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BASIL l'EMnAIIASAN 

A. Gambaran Umum \Vanita dalam Konstclasi Politik Nasional 

Peran wanita dalum pcngambilan kcputusan publik pnda dasamya dipengaruhi 

oleh dua faktor, ckstcrnal dan internal. Internal lehih berkaitan pada kcmampuan 

mereka dalam membcrikan kOnlribUSI untuk mctnpengaruht pcngambilan kebijakan 

publik. sedangkan ckstcrnal biasanya lcbih ccndcrung bcrkaitan dengan kondisi sosial 

politik dan Juga kcbudayaan yang menampilkan ketidakadilan jcndcr. Pembahasan 

tersehut dengan demiklan Illcngharuskan kita untuk membaca situasl sosial politik di 

mana wanita melakukan aktivitasnya. Hal dikarcnakan pengambilan kebijakan puhlik 

-dalam banyak hal- bcrkaitan dcngan sebuah institusi politik seperti birokrasi dan 

parlemen. 

Memahami seprah wanita tidak lepas dari sejarah kctcrtindasannya sebagai 

manusia yang selalu sub-ordInal dl bawah laki-Iaki serta scjamh marginalisasi sebagai 

baglan Integral dan warga ncgara. KondlSI wan ita IndoneSia mash terbclakang 

dibandingkan laki-Iah Mcnurut data l3lro Pusat Slatlstik (l3PS) tahun 1998/1999, 

angka bUla huruf pcn:mpuan balk di pcrkotaan maupun dl pedesaan lebih tinggi 

sckitar 50 %, di bidang lapangan kerju 37 % wanita pckerJu lanpa diupah, scmentara 

untuk laki-Iaki hanya 17 l~-O. 

Menurut laporan BPS tahun 200 I, Jlll1llah wanita Indonesia adalah 

101.628.816 atau sekitar 510,'0 dan jumlah pcnduduk IndoneSIa. Iroillsnya, jumlah 

wanita yang ada dalam IX1S1.S1-POS1Si stratcgis untuk pcngarnbilan kepulusan jumlah 
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sangat mlnnn. Pada sctiap pemilll jllmiah wanita yang tcrpilih bcrkisar alliam 8 1.).0 

sampai 10 %. pcndanaran pcncalonan dn ri rnasing.rnasing kt.:kuatan sosial polilik 

bisa mencenninkan lebih dan 10 % cal on wanita, lapi kcnyal3:lnnya yang tcrpilih 

tidak h:bih dar; itu (Ida Ayu Ulami, 1991 : 55). Tubel bcnkut mcmpcrlihatlwn 

komposisi jumlah percmpuan di DPR sclama in; : 

T:lbcll 
Ju mla h Pcre nliJUan di DPU (1950-200-1 ) 

<, 

IIh'hAhrlClm Illlcilllflljll H/m:lthllrll 11II11I1t ""1.0;(1 kl'lJo })PH dart 
N jU 11II1S!J!tf kllwIlIIIWII.,. A/d,\{1 Ift-rjo f)JjU /!J7] 11I1IJQ:1I 1t;4)7 hc,'rJasi,rlwlI rt·/UlfJlfIl/a.l/ 

Hlllf(lll N. Sum).:,,, ill .'ilillm "l'",lNtr/ll'lll U April /')Y.J, Ala.'iO Kt!T)(' / ) /'J( JYY7.1Yt)0) 
herJcL'il.lr lUIII Jala dan Sdm!/(Irlll/ .I1t/lliml J)J'U /&fI'ii UJ. A·twiLl K" Tjtt 19t)9·100.J 
h.-rulI.'IllrA'UIi dl/Itt dan Hukll I .mtlfllrllll XII. K(Jnll.~ll·t·'IIIIi"{/lIllmmll I!lYY. 

Jumlah waniw yang duduk dl parlcmcn saat ini hanya 44 orang atau 9,1 %. 

Dari 30 Dacrah Tmgkat I dl Indonesia tidak ada satupun pemimpi nnya dijabat olch 

wanna. Tabcl dl bawah ini mcnunJukkan komposisi pembagian jabatan di DPRD di 

Indonesia. 
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Tabcl2 
Kctua DPRD dan 'Vakil Kctua DPRD 

I\1enurut Jcnis Kelamin di Scluruh Indonesia 

Daerah Tim!kal I laki-laki Wanita 
Ketua DPRD 26 I 
Wakil Ketua DPRD I " 0 
Wakil Kelua DPRD 2 2J I 
\Vakil Ketua DPRI) 3 22 0 

Daerah Tin2kar II 
Ketua DPRIJ 239 6 

\Vakil Kctua DPRD I 241 5 
\Vakil Kctua DPRD :: , .. 

-" 5 
! \Vakil Kelua DPRO 3 173 o 

Sumber: .J/lrl/al J'IHI!IIIPIIWII!disi 19, 200/ 

24 

Tolal 
27 
2" 
2" 
22 

:;45 

246 
238 I 
173 

Melihat komposisi jumlah \\'anita yang menduduki jabatan strategis serta yang 

mcnjadi anggota parlcmcn yang dcmikian tidak represcntalif, maka menjadi wajar 

kctika kcputusan-kcputusan yang dibuat kental dcngan nuansa maskulin dan kurang 

berperspektif jender. Mcski hal ini masih membutuhkan penelitian mendalam. tetapi 

tidak seimbangnya jumlah tcrscbut scsungguhnya menjadi awal betapa wanita tidak 

banyak tcrlibat dulam rx;ngambilun kcputusan. Wanita lcbih mcnjadi konsumcn atau 

penikmat kcputusan, mcsklPun kcputusan publlk yang dihasilkan mempunyai 

kcccndcrungan untuk bias JerKkr dan udak mcmpcrhatikan kcpcntingnn wanita. 

Keadaan ini scmakin ITlcnjadi kendala bagi keterlibatan wanita dalam 

pcngambilan kcputusan puhltk, bahkan scmakm mcmbuat wanita tidak berkembang. 

Dalum keadaan tcrtcntu, keadaan im kbih banyak mcmbuat wan ita mcnenggalamkan 

diri pada sektor-scktor yang sangat tidak stratcgls. Scktor pekerJaanpun banyak dari 

mereka kemudian Icbih mcmilih scbagai pckcrja sektor non formal, daripada scktor 

formal. Daiam Jangb panjang hal mi mcngakibatkan puslsi wanita senantiasa dl 
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posisi marjinal. Padahal sektor-sektor formal, misalnya di birokrasi dan parle men 

(meski yang terakhir tidak tennasuk jenis pekerjaan) merupakan sektor paling 

strategis dalam hubungannya dengan pengambilan kebijakan puhlik. 

Digulirkannya wacuna politik dcscntralisasi jc\as memiliki suatu aSUITISI 

bctapa keterlibatan komunitas dalam pcnyclenggaraan urusan publik sanga! 

diperlukan. Politik dr.:sentraltsasi illi memhenkan peluang secara lebih luas bagi 

komunitas masyarakat; termasuk komunitas wanita untuk berperan secara aklif dalam 

penyelenggaraan urusan puhlik. Oalam polltik desentralisasi ini DPRD TK II dan 

birokrasi TK II mempunyai kckuasaan pcl1uh untuk mengatur dan memutuskan 

berbagai bentuk pcnycknggaraan urusan publlk. Schingga, mengintegrasikan wanita 

ke daJam kedua institusi tersebut merupakan syarat awat untuk menyerap partisipasi 

secara lebih aktif dalam pcnye\enggaraan urusan publik. Dengan demikian. wan ita 

akan terlibat aktif dalam proses pcrnhuatan kcpulusan publik, tcrmasuk membcrikan 

pertllTIbangan-pertimhangan yang mengedcpankan konsep keadllanjender. 

La{Xlran pcrkemhangan PBB tahun 1995 yang menganalisis jender dan 

pcmbangunan di 174 ncgara mcnyatakan bah\va:'Mcsklpun bcnar bahwa tidak ada 

hubungan nyaw yang tcrchcllluk anlara lingkat partisipasi pcrcmpuan dalam Icmhaga

lembaga politlk dan konlnhusi mcrcka terhadap kcmajuan pcrempuan, 30 % 

keanggotaan dalam lcmbaga-Icmbaga pohuk dianggap schagai jumlah kritis yang 

dapat membantu percmpuan untuk mcmbcri pcngaruh yang bcrarti dalam politik' 

(Alan Wall, 2001 J. 
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Dengan demikian, untuk mcnmgkatkan partisipasi wanita dalam pcmhualan 

keputusan maupun dalam penyelenggaraan urusan puhlik. meningkatkan atau 

menambah kuot" bagi ketcrwakilan \\lanita dalam politik merupakan Jangkah 

strategis. Mcnurut Nadczha Shvcdovam (daJam Azza Karam, cd., 1999; 24) s(:cara 

umum ada tiga (3) faktor yang cukup signifikan untuk mcncntukan ketcrwakdan 

""'anita, yaltu sistem pemdu, perao dan orgamsasi partal·partal politik serta 

pencrimaan kultural, tcrmasuk aksi mendukung (affirmative aclion) yang bersifat 

wajib alau sukarela. Salah satu upaya yang dianggap stratcgis untuk mcmposislkan 

wanita dalam posisi pcngambilan kcputusan adalah Icwat (~lJirmaJi()n ael/on, yaitu 

sebuah alat penting untuk mempcrtahankan palmg tidak 30 % wanita agar tetap 

berada pada tingkat pengambilan keputusan publik. 

Salah satu tindakan ajfirnw/lve action adalah dengan penetapan sistem kuota. 

Dcngan sistem kuola diharapkan nantinya posisi kctcrwakilan wanita akan Icbih 

tenvakili. Kepulusan-keputusan yang dihasilkan juga harus ramah terhadap 

keterlibatan wan ita, tidak hanl'a dalam bidang politik saja. tetapi juga ekonomi, sosial 

maupun budaya, lIal ini Jncnglng.1l bahwa kcputusan parlcmcn mcncakup scmUil 

aspck kchidupan dalam rangb bcrbangsa dan bcrncgara. Kcputusan-keputusan itu 

juga harus mengembangkan ruang gerak wamta dalam sektor publik dan bisa mCIll

bawa isu keselaraan dalam sellap kcputusan yang dlhasilkan (Budi Shanti. 2001; 23). 

Sistem kuola dipcrlukan agar jumlah kctcnvakilan wan ita di parlcmcn 

maupun Juga dalam lnstilust-inslilusi ncgara sesuai alau rcprcscntatif dan 

menccrminkun keadilan Jt.:ndcr, Sdama ini kondisi wanita dalam perpolitikan 
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nasional cenderung mcmprihatikan. Sclain tidak mcmpcrhatikan kcadilan jcndcr, 

sistem perpolitikan nasional Juga cenderung menciptakan kondisi marjinalisasi wanita 

untuk tidak berkembang. Tabel 3 di bawah in! mcrupakan bukti betapa wan ita tetap 

tidak mempunyai jumlah ketcrwakilan yang rcprcscntatif dalam beberapa fraksi di 

DPR: 

TabdJ 
Perempuan di DPR bcrdasarkall Fraksi 1992-200.4 

Fraksi \992-1997 % 1997-199') % 1999-2004 % 

PPP 4 62) 6,4 6(89 6,7 3 58) 5.2 
Golkar 4S (282) 17 43 (32~) 132 16(120) 13,3 

PDI 6 (56) 10,7 1(11) 9 15 (153 9,8 

ABRI 4(100) 4 4 (75) 5,3 3 (38) 7,9 
Total 62 500 12,4 54 (500) 10,8 - -

Sumber . Dw/ah dan Miriam HIII}wrdjo herda.'w.lrkall rdcapllu/tm Hllliall u.. Sorag/II til SlIura 
Pembarllall, 22 April 199.J IIl/tllk masa baIt/i /992-/997. Ullluk masa bakfi 1992-1997 
berda.<;arkall mlfa dari .\'i!kref"rial Jel/tira/ DPR/MPR JU. AlIgka la/11m /999-200.J 
berJasllrkall tiL/fa Juri Pemilll I"Jolle,\'ia dahllli AI/gka dOli Falc/a, Jakarla, Biro Hllma~ 
KPU. 

Sementara itu, untuk tingkat dacrah, komposisi Kepala Daerah dan Wakilnya 

berdasarkan jems kelamin bisa Jilihut Juium tabei4 dibawah ini : 

Tahcl4 
Kcpala Daerah dan \Vakil Kcpliia Ilacrah 

!\lcnurut .Ienis h:clamin di Scluruh Indonc.~ia 

Daerah Tin~lutl I Laki-Laki Perempuan 
Kepala Daerah 30 0 
Wakil KCDala Dacrah I 22 I 
Wakil Kepaia Daerah 2 7 0 
Wakil Kcpala Dacrah 3 3 0 

Dal'rah Tinzkal 11 
Kepala Dacrah 3JO 6 
Wakil Keoala Dacrah 169 2 , Sumber JUri/ail erempllWll!JI.\I 19, :!()() I 

Tolal 
30 
23 
7 
J 

336 
171 
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Jumlah kepa\a dacrah TK II yang dijabat wanita bcrtambah satu sctclah 

tanggal 17 Oktobcr 2002, Hj. Rlna Iriam SPd terplhh sebaga] Kepala Daerah TK II 

Karanganyar Jawa Tengah oleh DPRD setempat (Kedaulatan Rakyat, 18 Oktobcr 

2002). Mcskipun Pilkada tcrscbut 1l1ulai digoyang olch bcrbagai pihak yang tiuak 

puas lKcdaulatan Rakyat, 22 Oktoher 2002), bahkan akhirnya dibatalkan oleh DPRD 

setempat (Kedaulatan Rakyat. 24 Oktobcr 2UU2). Uengan demlk.ian terdapat 7 wanita 

yang menjabat scbagai Kepa\a Dacrah TK 11. Selain Hj. Rma lriam (meskl akhirnya 

dibatalkan) di atas, ada Ora. I-Iacny Rclawatu Rini Widiastuti, MSi sebagai Bupati 

Tuban (bupati satu-satunya di Juwu Timur), Dra Rustiningsing scbagai BupatL 

Kehumen, Dra. Endang Setyaningsih sebagai Bupau Demak. Dra. Melly Mulyahati, 

MSc. sebagai Walikota Sukabumi, Tuty hayati Anwar, SH, MSi sebagai Bupati 

Majalengka dan Dra. Suryatati A. Mana sebagai Walikota Tanjung Pinang. 

Melihat data rendahnya jumlah wanita yang menduduki jabatan Kepala 

Daerah dari TK 1 sampai TK 11 mcmbcrikan bukti tidak represcntatifnya keterwakilan 

wanita dalam birokrasi. Padahal untuk melibatkan wanita dalam setiap 

penyelcnggaraan urusan puhlik. term3suk pcngambilan keputusan puhlik, salah satu 

earanya adalah dengan mcngLntcgrasikan mcrcka kc dalam berbagai intitusi polilik. 

Pelibatan tersehut tidak sekedar menambah Jumlah keter.vakilan. me1amkan melalui 

keterlibatan aktif dalam mempengaruhl berhagai bentuk pengambilan keblJakan 

publik. 

Rcndahnya jumlah kl.!tl.!rwakdan wanita dalam institusi politik yang erat 

hubungannya dengan setiap pcngambilan keblJakan puhlik f.Ji atas ad.alah bukti bclapa 
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politik kewargancgaraan yang dikcmbangkan di negara ini sebagai politik yang 'tidak 

mt:nyertakan' wamla (exclusion). Mcminjam tcrminologi Adriana Venny (2001; 58) 

wamta selalu diposisikan sebagnl \\'arga negara kelas dua yang termarjinal (second 

class ('ilb:II..,III[1). MarJinalisasi tcrscbut tidak hanya pada institusi politik scpcrti 

DPRIMPR alau dalam birokrasi di Daerah TK 1 maupun tingkal II, Ictapi juga dalam 

bcrbagai wilayah strategls yang lain sepertl dl MA, BPK. DPA bahkan dalam KPU 

dan Jahatan cselon, pcmda, dan lainnya. Untuk Ichih jclasnya Iihat tabel 5 di bawah 

InJ : 

Tabcl5 
.Iumlah \Vanita di Lcmbaga Pengambil Kcputusan 

.-.-._----- .. _-,-------- -----
umbaga Jumlab IJerempuan Jumlah Laki-Laki Presentase Jumlah 

PtremplIlln 

MPR 18 177 92 
DPR 45 455 9 
MA 7 40 145 
BilK 0 7 0 
DPA , 4J 4,4 
KPU , 9 18,\ 

, , ,- , , , • Sumbc( Am 11111)11111,\(14.'1)11'111. Alllrma11\-c AcllOn unluk I'crcmpuan dl Parlcrncn "tllu",ltIIlriIlUIi 
1'"r/.:m"11 /,,Jlm.:.,,,, (200 1. 232) 

Pcrsoalan Jumlah kctcrwakJian wanita di bcrbagal wilayah stratcgi, utarnanya 

institusi politik yang erat hubungannya dcngan pcngambilan kcputusan puhlik yang 

cukup rcndah rncmaksa bcrbagal LSM !naupun organisasi-organisasi wanita mula1 

menuntut d1beriakukannya suatu S1stcm kuota. Beberapa LSM sepeni Center fhr 

Flc:uora/ Uejorm (C/:TIUJ). Kaukus Pcrcmpuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus 

Pcrcmpuan Paricmcn Indonesia yang pcduli tcrhadap kctenvakilan wanita. khususnya 

di parlernen (Kompas. 30 Septcmlx:r 2002.). 
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Afjirmu/ive ue/ion atau Tindakan Khusus Scmentara (TKS) rnclalui sistcm 

kuata aleh Andi Malarangeng (2001) merupakan salah satu hal yang paling pcnting 

untuk mencapai kesetaraan dalam bidang politik. Menurutnya, perlu ada jumlah 

minimal wan ita di parlemcn dan intitusi lainnya sebagai sebuah ai/ical mWiS, Hal ini 

pcnting agar wanita dapat mendcsakkan kcpcntingan~kepentingannya dalam proses 

politik. Bukan berani lakr~laki trdak dapat merepresentasikan kepentingan wamta, 

namun terkadang ada kepcntingan wanita yang lebih bisa dimcngerti oleh wanita 

daripada laki~lakr. 

Wacana SlslCIll kunta untuk lllcmperjuangkan kctcrwakilan wunita dalalll 

lembaga-Iembaga rannal pcngambll kcbljakan pada dasamya telah disetujui negara. 

dimunai ketika pemerintah meratitikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segal a 

Bentuk Diskriminasi tcrhadap Pcrcmpuan me1alui Undang~Undang Nomor 7 Tahun 

1987. Mcskipun dcrmkian dalam praklck hal itu belum juga tcrwujud sampal 

sckarang. 

Angka yang dlajukan oleh hcrbagal LSM dalam qtlirmo/I\'c! acfum bagi 

ketcrwakilan wanita di Icmbaga formal pcngambil keputusan adalah 30 pcrsen, 

sepcrti yang diaJukan PBB sehagai Jumlah minimum yang harus drpcnuhi agar bisa 

mempcngaruhl pcngambdan kepulusan. Uagallnana memfonnalkan angka 30 pcrsen 

ini sesungguhnya telah dlrekorncndaslkan oleh Sidang Tahunan MPR 2002 mdalUl 

Ketctapan MPR Nomor VliMPRi2002 tanggal II Agustus 200:! h:pada Presiden. 

Demikianlah kondisi \\'amta dalam konstclasi pcrpolitlkan nasional yang 

maslh mempnhalrnkan, tldak hanya dalam soal kcterwakdan tClapi Juga sccara 
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mendasar 50a1 penghargaan alas kemampuan wanita untuk dapat menduduki jabatan

jabatan strategi utamanya yang berkaitan dalam pcnyeh::nggaraan urusan puhlik. 

Pembahasan atas keadaan keter.vakilan wanita di institusi politik serta rendahanya 

penghargaan tcrsebut diperlukan untuk mcngantarkan suatu asumsi bagaiman 

sesungguhnya situasi nasional yang mcmpcngaruhi keadaan rcndahnya partisipasi 

\vanita dalam pengambilan kebijakan publik. Hal mengingat pcngambilan kebijakan 

puhhk berkaitan erat dengan konstelasi perpolitikan nasionai, juga lokal atau di 

daerah. Konstelasi pcrpolitikan oa5io11al yang mcngandung ketidakadilan jender 

sangat bcrpengaruh tcrhadap keterlibatan wanita dalam berbagai bidang. 

B. \Vanita dalam Hirokrasi di Pcmcrintah Kota Surabaya 

Konstelasi perpolitikan nasional yang cenderung tidak berpihak pada wanita 

merupakan satu cenninan terjadinya sikap yang under estimate terhadap kemampuan 

wanita untuk mikut bcrkompctisi dalam mcraih posisi-posisi pcngambilan kcbijakan. 

Keccndcrungan tcrscbut bcrimplikaSI tcrhadap kondisl wanita dalam struktur 

birokrasi pcmerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. 

Dari sduruh Pegawai Ncgcri Sipil (PNS) Indonesia yang berjumlah lebih dari 

3 juta, bahkan catatan tcrakhir 4,1 juta PNS, pcgawai negeri wanita hanya 764.137 

orang. Dad jumJah tcrsebut hanya 3 % dari pcgawai negeri wanita yang menduduki 

golongan III (Wardah lialids, 1989: 12). Mcskipun mcngalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebclumnya. jumlah wanita yang menduduki 

jabatan pimpinan (struktural) masih relatif rendah. Dari data Prolil Wan ita Indonesia 
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tahun 1998, terlihat bahwa dalam tahun 1995 jumlah wanita yang mcnduduki posisi 

jabatan struktural PNS pada eselon III hingga eselon I sebanyak 1.211 orang atau 7,2 

persen. sedangkan jumlah laki-Iaki sebanyak 15.595 atau 92,80 persen. Pada tahun 

1997 jumlah tcrscbut mcngalami pcningkatan, yaitu wanita mcnjadi 1.883 orang atau 

6,98 persen scdangkan PNS laki-laki mcningkat menjadi 25.110 orang atau 92,80 

persen. Dan data di alas tampak masih lerdapat kescnjangan yang cukup bcsar anlara 

wanita dan lakl-laki yang menduduki J3batan pimpinan di lingkungan PNS (Profil 

Wan ita Indonesia, \998). 

Yang perlu dlpcrtanyakan adalah rcndahnyajumlah pega\vai ncgcri wanila ilu 

disebabkan karena rendahnya kcmauan wanita untuk berperan dalam pembangunan. 

khususnya di sektor publik (misal, birokrasi) ataukah disebabkan oleh misalnya 

prioritas pcrckrutan pcgawai negeri yang hanya diberikan kepada kelompok laki·laki. 

Bukankah sccara n::sml pcmcrintah bclum pcrnah mcngcluarkan undang·undang 

yang menjamin equal right dalam pcngangkatan pegawai negeri atau mungkin juga 

swasta '! (Lockman Soctrisno. I'N7: 70). 

Jumlah pcgawai ncgcri ' ... ·anita yang rclatif kecil tcrsehut mcmberikan suatu 

alasan pembcnar alas tcrjadinya diskriminasi alas wan ita dalam pembangunan. Tidak 

hanya dalam pcncmpatan atau pcncnmaan pcgawai negeri wamta, tetapi juga 

berkaltan dengan mHlImahsasl partLsipasi wanila dalam pembangunan. Fakta 

terjadinya kctidakadLlan jcndcr dalam birokrasi Il1crupakan rcnlctan konstruksi sosial 

dari sehuah dominasi. yaitu dominasL lakl·laki alas wanila dalam segala bidang. 
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Berkaitan dcngan kcadaan wanita dalam struktur birokrasi Pcmcrintah Kota 

(Pemkot) Surabaya di dapat pula suatu fakta terjadinya kctidakadilan jender. Data 

dari BPS Kota Surabaya (2002) menyebutkan bahwa dari sekitar 2255 pegawai negeri 

di lingkungan Pemkot Surabaya, jumlah pegawai wanita memang relatifbanyak yaitu 

978 orang (35,5 %), Dari 978 pegawai ncgcri tersebut jumlah pegawai wanita yang 

menempati jabatan strategis semlsal Kepala Dinas. Kepala Biro, bahkan KepaJa 

Bidang sekitar 120 orang (8 %) dan keseluruhan Jumlah pegawal di lingkungan 

Pemkot Surabaya, sementara jumlah pegawai negcri laki-Iaki yang menduduki 

jabatan puhlik scbanyak 441 orang. Untuk jclasnya lihat tabel 6 di bawah ini : 

Tabl.!16 
Komposisi Jender Pcjabat di Unit Kerja Pemkot Surabaya Tahun 2002 

Eseton Jabatall Laki·Laki Wan ita % 
Wanita 

IIA Sekretaris Daerah 1 - 0 

lilA Asisten I. 11, KCDala Dinas 22 - 0 
IVA Kaba" Kasubdin, Kaba~ TU 90 17 15,9 
IVB Kcnala C'abanl!. Dinas 20 1 4,8 
VA Kasie, Kasubba ' lOS 102 24,9 

J U :'\1 L A II 441 120 27.2 
Sumbcr. f)wl"h Juri J)OkUIllt'1i HOj!1(l1l /'<'IIKt'mik1llKtIIll'l'KUlHII l't'lI/kol ,\lfr"m~\'I.lIl.lJ/l1II 20U2 

Memperhatikan data di atas, mala pcgawai negeri \VanJta yang menduduki 

jabatan-jabatan dalam struktur birokrasi rc1atif rendah, di bawah rata·rata 20 %. 

Rendahnya jumlah pcjabat wanita mcnurut bcbcrapa LIlforman di lingkungan Pemkot 

Surabaya tidak hanya dikarenakan tmgkat pcndidikan yang n:ndah, tetapi Juga 

berkaitan dengan berbagai pcrtimbangan Idnis (mungkin yang dimaksud adalah 

politis) untuk mcncmpalkan wanita dalam scbuah jabatan. Misalnya saja dari jumlah 

120 pcgawai \'ianlta yang Illcndudukl jabatan tcrscbut, tcrnyata hanya 16 orang yang 
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berpendidikan S2 yang berarti hanya sekitar 13 %, sementara lainnya berpendidikan 

Sarjana (strata 1). 

Temuan di \apangan menunjukkan bahwa banyak alasan teknis atau non

akademis yang cukup mcmpcngaruhi komposisi pcncmpatan pcgawai wanita. 

Pertama, siereolipe atas pcgawai wanita yang masih cukup kual dan mclcmbaga 

dalam ruang publik di lingkungan birokrasi Pemkot Surabaya. Pegawai negeri wanita 

secara sfigl//(J(ig maslh dianggap sub-ordinal dan dianggap tidak mempunyal 

kecakapan unluk memimpin sebuah organisasi dalam birokrasi. Kedua, peran ganda 

pcgawal wanita, scbagul pcgaw31 ncgl.!rl sckaligus scbagai ibu rumah tangga. 

dianggap akall mempcngaruhl kemampuan dan mobilitas mereka dalam memimpin 

organisasi publik. Penempatan wanita sebagai pejabat publik oleh beberapa infonnan 

akan menyulitkan mereka untuk membag'·bagi tugas antara kepentingan karir pada 

organisasl publik di satu sisi, dan di sisi lain kewajibannya sebagai ibu rumah tangga 

yang harus membcrikan tanggung jawabnya atas keluarganya. Ketiga, selama 

beberapa tahun pegawai wanita yang menduduki jabatan pubtik tidak bisa atau belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan dan optimal, bahkan dianggap ccnderung gaga!. 

Mcskipun untuk kasus yang ini mcrcka (bcberapa infonnan di Sckrctariat Pcmkol 

Surabaya) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti empiriknya. Padahal kalau 

diperhatikan secara lebih kritis, jumlah pe:gawal wanita yang rendah dalam jabatan 

puhlik tersebut menjadi sangat mudah dipantau, sementara pejabat yang laki-Iaki 

seringkali luput dari pcmantauan. Rcalitas ini jclas tidak adil, karena pejabat wanita 
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akan sclalu menjadi objck terus menerus, scmcntara pejabat laki-Iuki cendcrung 

terabai kan. 

Bias jender juga tampak dalam penempatan pegawai perempuan dalam bagian-bagian 

yang seolah-olah mencenninkan bagian yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. 

Selama ini dalam sosio-kultural masyarakat sudah tcrlanjur bcrkembang sualu 

pemahaman bahwa wanita itu dianggap lemah lembut. hali-hati, keibuan dan lain 

sebagumya. Situt kewanitaan ilu kemudian dlanggap berhubungan dengan situasi 

lingkungan pekerjaan yang harus juga discsuaikan dengan kodrat kc\\'anitaan 

tersebut. Padahal asumsi ini sudah lama diberangus oleh kuum eksistensialis. l:3ahwa 

apa yang dianggap sebagai kodrat bagi wanita selama ini jangan-jangan merupakan 

konstruksi sosial yang dibuat oleh laki-Iaki untuk mensub-ordinatkan wanita dan 

menancapkan kekuasaan laki-Iaki. 

Oi lingkungan Pcmkot Surabaya juga tcrlihat adanya perscpsi yang salah atas 

Jems pckerjaan atau bidang Icrtcntu, yang scolah-olah herkaitan dengan jcnis 

kelamin. Dan data di bab pcndahuluan tcntang jumlah pegawai di Pemkot Surabaya 

berdasar jenis kelamin, alas tcrdapat suatu kenyataan betapa ada bidang-bidang 

tertcntu yang sangat Jarang ditempatl oleh pcgawai ncgcri wanita, scmcntara bidang 

Jainnya ban yak OIlSI oJch wanita. Artlllya ada suatu bidang terj<ldi penumpukkan 

pegawai waOlta, misalnya Bagiam Umum, Baglan Kcpegawaian, Bagaian Hukum, 

Bagian Sosial dan Bagian Tata Pcmerintahan. Tidak tahu persis mcngapa ada bidang

bidang tertcnlu yang jarang digunakan pcgawai wanita. Tctapi mcnurut bcrapa 

informan di Sckretariat Pemkot Surabaya, gejala tersebut mcrupakan Implikasi logis 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN WANITA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ... LINA PURYANTI



36 

dari keadaan pegawai waoita sendiri yangjarang ikut mcmbcrikan pcrhaliannya pada 

bidang lain, selain yang (seolah) sesuai dengan sifat kewanitaannya. 

Realitas ini menunjukkan suatu bukti betapa masih kuatnya suatu asumsi 

negatif alas kemampuan wanita untuk tcrlibat dalam bidang-bidang lain yang selama 

ini diasumsikan hanya dimiliki o1ch laki-laki. Mcnariknya, hampir 27 % inrorman 

(dari sekitar 20 orang yang ditanya) menganggap bahwa bidang-bidang pekerjaan 

memang berkaitan dcngan jenis kelamm alau Jcnder. Sehingga. sulit bagi pegawai 

wanita untuk dapat masuk dalam struktur bidang tertcntu. sayangnya hampir semua 

responden udak mcnjawab tcntang bagian apn saja yang tidak hisa dimasuki olch 

wanita. Tctapi ka!au mclihat data awa! tahun 2000 dan sedikit mengalaml perubahan 

tahun 2001, bidang organisasi yang jarang dirnasuki oleh pegawai wanita ada!ah 

bagian pcrlengkapan atau pcrkotaan. Gahkan dalarn Satpol Pamong Praja yang 

dimiliki oleh Pcmkot Surabaya tidak ada satupun pcgawai wanitanya. 

Mclihat pada realitas yang (il:znIkian. maka tcrjadinya ketidakadilan jender 

dalam penempatan pegawai ncgcrz wamta terjadz dl Pemkot Surabaya seolah rnenjadi 

tidak terelakkan. Ketidakadilan jcndcr tcrscbUl lebih berkaitan pada pembagian kcrja 

yang tidak seimbang antara laki·laki dcngan wanila. Dari sekitar 10 orang responden 

yang ditanya tentang apakah struktur birokrasi di Pemkot Surabaya sudah 

mencennmkan keadilan jcndcr. menpwab tidak tahu, bahkan hdak pernah 

mempersoalkan hal tcrsebut dalam kcrja mereka. Ini adalah bukti bctapa persoalan 

jender masih dianggap rcmch olch pcgawai negeri di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Padahal untuk menuntut ketcrlibatan wanita dalam setiap pembangunan. mab 
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minimal merekajuga dilibatkan dalam setiap bidang organisasi yang ada di birokrasi. 

Persoalannya adalah scbagalun besar dari pcgaw31 wanita yang ada Pemkot Surabaya 

justru tidak memiliki tmgkut pcndldikan yang tinggi serta tJdak pemah dibcri 

pelatihan mengcnai problem jcndcr. Akibatnya mcrcka pasif atau menerima apa saja 

yang tclah dilentukan olch gans kcrjanya. 

Masih ditt.:mpatl.:an dalam bidang-bidang atau bagian-bagian tt.:rtcntu yang 

seolah mencermlOkan kualitas kdcminiman atau kepcrempuan merupakan indikasi 

masih kuatnya budaya pafrwrklw! dalam birokrasi Pemkot Surabaya. Dominasi 

pcgawai laki-Iaki juga turut mClIlhcnkan citra negatlf alas kemampuan wan ita untu).; 

terlibat dalam pembangunan. 

Dan 120 pejabat wanita, tingkat pendidikan minimal untuk S2 temyata masih 

tidak sebanding dengan pejabat laki-Iaki yang berjumlah 441. Tabel di bawah 101 

mcnunjukkan komposisi tingbt pcndidikan dari para pcjahat tcrsebut: 

Tabcl8 

Tingkat PcntJitJikan Pejabat tJi Lingkungan Pcmkot Surabaya 

Jenis Kelamin SLTA SI S2 SJ Jumlah 

Laki-Laki 373 68 

Wan ita 10' 18 120 

Tabd 8 im mt!nunjukkan bahwa tmgkat pendidikan pcgawai wanita yang S2 

relatif seimbang dengan pegawai laki-Iaki, kalau melihat pada komposisi jumlahnya. 

Tetapi kcadaan itu tetap membcrikan buktJ bahwa tingkat pcndidikan pegawai wunita 

masih relalir rcndah sccara umum. Bahkan 9 orang responden pcjabat wanita di 
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beberapa instansi masih berpendidikan S I, meskipun satu orang diantaranya scdang-

melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tujuh 13elas Agustus (Untag) Surabaya, 

Tidak ada alasan yangjeJas ten tang motivasi mereka untuk tidak melanjutkanjenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi alasan yang sering digunakan adalah usia yang 

sudah memasuki masa pensiun serta problem peran ganda sebagai seorang islri dan 

ibu dari keluarganya. 

C. Peran dan PartisiiJ3Si Percmlluan dalum Pengambilan Keputusan Publik 
di Pcmkot Surabaya 

Keputusan publ ik alau disc but scbagai kcbijakan publik merupakan suatu 

bentuk keputusan yang dlkeluarkan oleh birokrat untuk mengatasi seliap problem 

sosial tertentu (Willian Dunn, 1998: 24). Kepentingan publik dengan dernikian 

menjadi fokus utarna dalam kclahiran scbuah kebijakan publik. Karena mcnyangkut 

pada kepentingan publik, dalam konteks ini kcbijakan publik dan pcngambil 

kebijakannya itu (birokrat) harus mcmiliki oricntasi pada kepcntingan puhlik yang 

kuat, atau !slamy (1997: 11) menychutnya dcngan 'scmangat kepuhlikan'. Pada 

kesempatan terse but. mcnurut Islamy (1997: 16) kcbanyakan warga ncgara menaruh 

banyak harapan pada administrator publiknya. yaitu dcngan harapan agar mcreka 

selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada publik. Setiap penentuan 

kebijakan publik harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan 

masyarakat. Namun demikian. harapan tcrhadap aministrator publik menjadi lebih 

demokratis tatkala tcrdapat partisipasi aktif warga untuk mempcngaruhi atau terlibat 

dalam setiap proses pcmbcntukan kcbijakan publik 
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Secara umum harus diakui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanila 

mengalami peningkatan. dari 49,3 persen pada tahun 1996 menjadi 51,2 persen pada 

tahun 1998. Meningkatnya partisipasi tersehut menunjukkan tumbuhnya minat wanita 

untuk aktif bekerja. Namun demikian, secara total tingkat partisipasi tcrsebut masih 

jauh lebih rcndah dibandingkan dcngan tingkat partlsipasi angkatan kerja laki·laki 

yaitu 83,2 persen. Di sisi lain, karena rendahnya pendidikan dan ketrampilan yang 

dlmlllki oleh wamta, mereka pun cenderung bcrada dalam posisi yang rendah, selain 

itu mcreka leblh banyak tcrscrap dL Japangan kcrja sektor informal (Profil Wanita 

lndoncsJa, I ~Y8). 

Oengan delTIlkian, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja v .. 'anita 

masih belum dibarengi dengan kualitas peranannya, sehingga masih diperlukan 

berbagai upaya untuk mcndukung tcrwujudnya kesetaraan jender dalam bidang 

kctcnagakcrjaan. Masih rcndahnya kualitas pcranan wanila dalam pcmbangunall 

secara lebih spesilik dapat dihhat dari bagall11ana pcranan pegawa negeri wanita 

dalum pengamhilan kcputusan puhlik dl Pt:mkot Surabaya. Untuk mcngelahul 

peranan tcrsebut dipcrlukan data-data tcntang hcntuk-bentuk partisipasi yang tclah 

dilakukan olch pcgawai ncgcri wanlla serta yang dilakukan olch bcberapa LSM. 

Penelitian ini menggunakan data dari mfonnan dari beberapa wanita yang menduduki 

jabatan-jabatan publik di lingkungan Pemkot Surabaya. antara lain~ di lingkungan 

Dinas Bina Marga dan Utilitas, Dinas Kebcrsihan. Dinas Lingkungan Hidup dan 

Diklat Kcpcgawaian scrta, utamanya Dinas Soslal dan Pcmbcrdayaan Pcrcmpuan. 
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Memahami tingkat peran wanita dalam pengambilan kcputusan publik, akan 

menjadi mudah bila dijeiaskan persoala" tcntang tmgkat parhsipasi mereka dalam 

pembangunan. Menurut Hetifah Sjalfudian (dalam Jumal Politik Lokal dan Sosial, 

Th.1 No.3, 2001: 127) pada masa lalu, gagasan untuk menerapkan mctodc 

penyeJanggaraan urusan publik yang panisipalif saogal sulit untuk direalisasikan. 

Struktur politik serta tradlsi pcrcncanaan maupun pcngambilan kcputusan yang sangat 

otoriter dan bersi!'at paternalistik, mcmbuat gagasan tentang kcterlibatan komunitas 

mcnJadi kurang hisa dltcrima. Padahal implikasi yang signifikan dari desentralisasi 

adalah dibukanya ruang politik untuk mcrcforrnasi proses pcrcncanaan dan 

pengambilan kcputusan yang sebdumnya sentralistik dan lop-down, menjadi Icbih 

demokratis dan berorientasi pada kebutuhan warga. Prinsip demikian mengisyaratkan 

dilibatkannya warga untuk bcrpartisipasi aktif dalam sctiap penyelenggaraan urusan 

puhlik, scmisal mencntukan kehijakan publik. Secara implisit hal ini bcrarti bahwa 

\'.'3nita sebagai bagian integral dari warga juga mempunyal peran dan tanggungjawab 

yang sama untuk ikut bl!rpartlsipasi di dalamnya. 

Mcnurut informan dari Sckrctariat Pemkot Surabaya, dalam sctiap 

pengambilan kebijakan publik di Pcmkot Surabaya tingkat partisipasi wanita dalam 

banyak hal Icbih diarahkan pada keikutsertaan mereka (peJubat publik wanita) dalam 

setiap pl!mbahasan mcngen3i sebuah keblJakan yang hendak dirumuskan. 

Sehclumnya Pemkot Surabaya scbagai cksckulJf TK II mcmbuat suatu pllhlic sphere 

unluk mcngkolllumkaslkan ldt..:.idl! pCllt.::ntuan kt.::hijakan puhlik tcrhadap sctiap 

pcjabatan di lingkungannya, scbclum dlkonsultaslkan kepada DPRD TK II. 
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Dalam banyak hal, pegawai negcri wanita, meskipun yang sudah merniliki 

jabatan publik, cenderung untuk tidak terlibat secara aktif. kecuali hanya sebagai 

pendengar aktif. Saran-saran yang dikeluarkan lehih bersifart teknis daripada 

mengemukakan ide-ide dasar yang lebih substansial dari schuah kcbijakan publik 

yang hendak dirumuskan. Hal ini bcrbcda dcngan partisipasi aktif yang dijalankan 

olch komunitas wanita di luar pcga\\!ai ncgcri sipil, scmisal LSM dari KPPD (Komitc 

Perempuan Pro Demokrasi), Muslimat dan Fatayat NU, dan sebagainya, yang tidak 

sekedar membcrikan ide-ide teknis, tctapi juga Icbih substatif pada materi dari 

kebijakan terscbut. Tidak jarang daJam bcbcrapa kesempatan kclompok ini justru 

sanggup membcrikan preas lire (tckanan) kcpada decisiolJ maker dalam lingkungan 

birokrasi Pemkot Surabaya, baik melalui press release di media massa sampai 

pelibatan massa untuk mcnckan Pcmkot Surahaya agar aspiratifatas suara warga. 

Mcnurut bcberapa infonnan wanila di Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Perempuan, ada beberapa kendala yang scringkali melekat pada pegawai negeri 

wanita unluk berpartisipasi aku( bukan pcndengar aktif dalam penentuan kebijakan 

publik. IJerlama, rasa sungkan yang bcrlcbihan untuk mcngemukakan ide·ide 

substanlif mcngcnai maleri dalam sebuah kcbijakan publik. Perasaan ini eral 

kaitannya dengan status PNS dalam dirinya, yang tentu saja tidak mudah dilepaskan 

begitu saja ketika bcrada dalam lingkungan kerja birokrasi. Rasa sungkan tcrscbut 

juga diakibatkan ada hirarkhi dalam struktur birokrasi. Artinya, mereka masih 

menganggap bahwa scbagai bawahnn dalalll struktur birokrasi sccara Icbih luns, 

merck a hanyalah pclaksana dari scbuuh kcblJukan yang dlputuskan. Schingga, ada 
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kekuatiran apahila mereka mcmbcrikan ide-ide tcntang mateo kebijakan, dan ide itu 

tidak berkenan di hati pimpinan mereka. Dari delapan infonnan wanita yang 

menduduki jabatan puhlik di Pemkot Surabaya didapat suatu kenyataan betapa 

pilihan untuk tidak mcngeluarkan ide-ide tentang materi sebuah kebijakan karena 

masih dilibatkan cmosi dan pcrasaan yailu rasa sungkan terscbut, meskipun mereka 

sadar bahwa kebLjakan itu ITIlsalnya mengandung kctidakadilan jender. Dikuatirkan, 

keaktifannya dalam setiap perumusan kcbijakan publik akan dapat berpengaruh 

terhadap status kcpcgawaiannya scbagai seorang pegawai negeri sipiL 

Kedua, ketidaksiapan dari wanita scndiri untuk berpartisipasi secara ccrdas 

dan genuine. Hasil pengamatan dalam sebuah rapat di Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa level partisipasi pegawai wanita 

seringkali terbatas pada kehadiran, bukan peran aktif. Dari jumlah peserta rapat 

plrnpinan 16 orang, 6 diantaranya wanila. sarna sckali tidak rnengemukakan 

pendapalnya seputar rapat yang mcmhahas ten tang Pcningkatan Perempuan di Sektor 

Perdagangan. Pengetahuan dan \vawasan untuk rncmahami korelasi antara situasi 

yang rnereka hadari hadapi schari-hari dcngan rcalitas s05ial yang lebih luas, sangat 

terbatas. Setelah ditelusuri ternyata banyak dari mcrcka tidak mcmpunyai 

kemampuan akademik yang berhubungan dengan pcrsoalan peningkatan peran 

perempuan di sektor perdagangan. 

Tidak pcrnah dikctahui sccara pasti, apakah memang dalam pencmpatan 

pcgawai wanita, mungkin juga laki-Iaki di birokrasi Pcmkot Surabaya Uuga lainnya) 

tidak pernah, untuk mengatakan jarang, mclihat paJa latarhclakang pendidilkan dan 
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kecakapannya. Ada scbuah fakla mcnarik, scorang pcjabat Dinas Sosial Sura bay 

Selatan (sewal...1:u masih bemama Dinas Sosial tahun 2001) yang berlatarbelakang 

pendidikan S 1 ilmu hukum, yang saat itu aktif dalam kegiatan penanganan anak 

jalanan di kota Surabaya, pada tahun 2002 ini dia dipindah di Dinas Pariwisata dalam 

bidang yang jauh dari kcahliannya sclama ini. Tidak dapat dibayangkan sebuah 

perallhan ke~a yang cukup berbeda harus dihadapi pejabat wanita tersebut, yahu 

sebuah organisasi yang tidak ia bayangkan sebc\umnya dan jauh dari kecakapan yang 

dimilikinya. 

Partisipasi dcngan hanya ttngkat kchadjran ini mcrupakan suatu lx:nluk 

partisipasi pasif. dimana partisipan hanya menjadi pcndengar aktif dalam setiap 

proses perumusan masalah. Apalagi jika dalam setiap pengambilan kebijakan publik. 

biasanya drafsementara yang dibawa oleh pimpinan dalam struktur birokrasi tersebut 

selalu dianggap scbagai dn~l yang sudah jadi. Bahkan dalam konsultasi dan 

penyerapan aspirasi warga mlsalnya, publik yang dikonsultasikan adalah mereka 

yang mudah dikooptasl oleh kckuatan birokrasi, sehingga kehilangan kemampuan 

untuk mcngadvokasikan kcpcntingan populasi yang Icbih luas. 

Rcalitas ini tampak pada kcinginan dan Dinas Sosial dan Pcmbcrdayaan 

Perempuan yang berkeinginan mengadakan aeara penycrapan asplrasl warga dan 

forum konsultasl pada tanggal bulan luI! 1001 dl Aula Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Pcrempuan, untuk menentukan program kcrja peningkatan 

pcmbcrdayaan pcrempuan di Kota Surabaya. Mayoritas yang diundang adalah ibu-ibu 

Dhanna Wanita serta ibu-ibu PKK dari bcbcrapa Kalurahan di Kota Surabaya. 
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Hasilnya jeJas bisa dibayangkan bctapa forum terscbut hanya rnenjadi forum 

silaturahmi dan penyuluhan dari dmas kepada ibu-ibu Dharma Wanila dan PKK. 

Hal ini menjadikan setiap kebijakan puhlik sangat jarang menerima masukan 

dari luar dan kurang aspiratit~ apaJagi bila dalam bebcrapa kasus di Pemkot Surabaya, 

puhlik dikonsultasikan setelah keputusan dibuat. Dalam kasus di alas, tindakan ini 

lebih tepat disebut sebagai proses pemberitahuan, hukan sebagai pelibatan. Bahkan 

puhlik yang dikonsultasikan di atas (utamanya ibu-ibu PKK) adalah komunitas yang 

mudah dikooptasi oleh pemerintah, sehingga kehilangan kernampuannya untuk secara 

kritis tcrlihat aktif dalarn sctiap pcngarnbilan kebijakan publik, minimal mcmbcri 

masukan secara lebih genuine dan kritis atas materi kebijakan tersebut. Oalam hal inj, 

partisipasi yang terjadi bukannya mendorong proses demokratisasi, justru sebaliknya, 

akan menghambat upaya mcnuju partisipasi yang mumi dan berkelanjutan. 

Pembentukan Dinas Sosial dan Pcmberdayaan Perempuan Kota Surabaya 

yang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2000 Tanggal 15 Mei 2000 misalnya, adalah 

salah satu representasi dan rendahnya partisipasi wanita dalam memberi mas uk an 

perihal substansi materi dari perda ini. Penggodokan matcri Pcrda ini dilakukan olch 

pihak Pcmkot Surabaya dengan DPRD TK II Kota Surabaya tanpa melibatkan elemen 

kekuatan sosial dari organisasi wanita yang ada pada bulan 10 Februari 2000. Yang 

terjadi adalah perda itu sudah seJesai dlbuat, baru kemudian publik dikonsultasikan 

atas lahirnya perda tcntang pembcntukan scbuah dinas baru di lingkungan Pcmkot 

Surabaya. 
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Sebuah institusi baru sesuai dengan kewcnangan daerah untuk mcnciptakan 

organisasi sosial dalam birokrasi sesuai dengan kebutuhan lokal memang diperlukan. 

Persoalannya bagaimana pembentukan organisasi publik tersehut melibatkan par

tisipasi warga secara Icbih optimaL Penggunaan tenninologi Dinas Sosial dan Pem

berdayaan Pcrcmpuan yang di dalamnya terdapat Sub Dinas Pcmbcrdayaan Percm

puan scjarah ke\ahirannya ternyata udak berkorelasi aktif dcngan pengarusutamaan 

jender sebagaimana yang dicita-citakan. Pelibatan pcgawai ncgeri wan ita, bahkan 

anggota DPRD yang wanita juga tidak menunjukkan keseriusannya dalam mcmpc

ngaruhi lahirnya kcbijakan publik tcrscbut. Akibatnya, dalam hal kegiatan, program 

pernberdayaan wanita yang hendak dijalankan lebih berkaitan pada aspek-aspek 

teknis yang masih bias jender. seperti pelatihan ketrampilan bagi Kader P2WKSS 

dalam hal tata boga, tata rias pcngantin, pclatihan salon kecantikan bagi PSK dan 

bantuan perlatan scrta diadakannya lomba Kader P2WKSS. Program-program ini 

daJam banyak hal tidak bcrupaya mclakukan kcrja bag! timbulnya kcsadaran alas 

pengarusutamaan jender dalam segala bidang. Wanita seolah selalu direpresentasikan 

pada problem-problem keeantlkan, memasak, dan segala sesuatu yang bcrhubungan 

dcngan kdcminimannya. 

Partisipasl yang akti!' dari wanita Icbih bcrkaitan pada saat program kerja dari 

sub dinas pembcrdayaan pcrcmpuan itu diselenggarakan. Baik pcnyelenggara 

maupun pcsertanya didominasi oleh wanila. Artinya, pelibatan pegawai wanila dan 

anggota masyarakat (LSM dan onnas wanita; Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat 

NU, PKK, dsb) hanya scbatas sebagaJ objek dari kebijakan publlk. Seteiah kebijakan 
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publik dikeluarkan. maka pcgawai wanita harus menerimanya scbagai konsckucnsl 

logis dari loyalitas ketaatan dalam birokrasi. Penerimaan taopa reserve. 

Hal ini berbeda dengan beberapa ormas kewanitaan yang cenderung 

mempunYai kcterlibatan aktif dalam setiap proses pcmunculan ide pembentukan 

sebuah kebijakan puhlik. Ormas kcwanitaan dan utamanya LSM, misalnya dalam 

las us pcmbentukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Pcrempuan secara nyata 

memberi masukan dan akti!' mengeluarkan pres ... release uotuk mempengaruhi elite 

politik di Surabaya agar mcmpcrhatikan aspirasi yang mcreka kemukakan. Meskipun 

hasilnya tidak optimal. karena scbagaimana usul·usul yang dikemukakan olch 

masyarakat, hampir selalu dapat dipastikan betapa aspirasi datam setiap penjaringan 

aspirasi tidak mengedepankan apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Tabel9 
Peran dan Partisipasi Pcgawai \Vanita dan LSM/Ormas dalam Pcngambilan 

Kcbijakan Publik:Kul'US Perdu No.3 TahuIl2000115 Me; 2000 

Seniuk Peran dan Partisi asi 
Penyiapan Materilisi Perda 

Tingkat Kehadiran dalam setiap seliap 
rapat pembahasan 

Penggodogan Malcri 

Pengambilan Keputusan Final 

Dala, /JlOluh dan JllI.\d IHlIl'ill/Cartl 

I'e awai Wanila LSM/Ormas Wanilll 
pasif, hanya menyiap- aktif memberikan ma
kan draf yang sudah sukkan berdasar rcfcrcnsi I 
disiapkan olch pihak dan kasus kongkrct I 
Pcmkot Surabava 
aktif. biasanya terkait 
dcngan asas loyalilas 
sebaltai PNS 

pasif, tapi kualitas 
penyampaian ide dapal 
dipcrtan 'gungjawabkan 

ccnderung tidal; menga- mengajukan pembanding 
jukan usul yang mcng- atas bCnluk kcbijakan 
kritisi maleri lain 
mencrima tanpa reserve 
atau sikao kritis 

menen rna tapi tetap 
denl,(an bcrba~ai kfitik 

Bentuk partlSlpasl yang paling ban yak dllakukan oleh pegawai negen \vumta 

dl Pemkot Surabaya lebih diletakkan sebagul pihak yang dtjadikan objek sosialtsasl 
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atas berbagai bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Perukot Surabaya. 

Partisipasi tersebut menunjukkan betapa pcgawai negeri wanita tidak terlibat sccara 

I aktif dalam pengambilan kebijakan puhlik, melainkan hanya diberi 'ruang' sebagai 

komunitas yang diberitahu berkaitan dengan (akan) Jahirnya sehuah kebijakan puhlik. 

Padahal hentuk keterlibatan ini bubn mcrupakan partisipasi WI siell melainkan hanya 

media pernberitahuan. Pihak Pemkot Surabaya lebih banyak me1akukan sosialisasi 

hasil-hasil kebijakan publik yang diputuskan daripada melakukan dialog intcnsif dan 

konsultasi terhadap berbagai pihak. baik kaJangan akademisi. LSM maupun onnas. 

Alih-alih melibatkan wan ita dalarn pcngarnbilan kcbljakan publik, memberikan ruang 

bagi tumbuhnya partisipasi di kalangan wanita pun rclatiF jarang dilakukan. Hampir 

semua inForman yang ditanya tcntang proses penerbitan sebuah kebijakan pubJik. 

tidak pernah tahu secara persis kapan kebijakan itu dimunculkan, bahkan berkaitan 

ten tang ide-ide awnl pcmbcntukannya. 

Dalam sctiap penjaringan asplfasi yang dliakukan oleh Pcmkot Surabaya 

selama im (bcrdasar pcngamatan selama pcnelttian scrta IOformasi dari beberapa PNS 

yang dijadikan infannan di Sckretariat Pemkot Surabaya, serta beberapa tokoh LSM 

di kota Surabaya, Walsama. KPPD. LPA Jatim, dll) tjdak Icbih menjadi rorum 

penyuluhan dan sckcdar mcmcnuhi turget untuk (seolah-olah) mclibatkan warga. 

Hampir dapat dipastikan dalam setiap pcnjaringan aspirasi dan warga selalu tidak 

terwujud dalam hentuk kebijakan publik. Schingga banyak dari mercka, utamanya 

kalangan LSM rncmpcrtanyakan efektilitas setiar bcntuk pcnjaringan aspirasl dari 

Pemkot kepada warga. 
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Dengan demikian semakinjelas betapa kcterlibatan wanita. baik PNS maupun 

non·PNS lebih diletakkan dalam pihak yang dikonsultasikan setclah keputusan di 

buat. Padahal model seperti ini tidak lebih sebagai media pemberitahuan pihak 

birokrasi terhadap warganya. Meskipun dcmikian. secara minimal keterlibatan 

wanita. utamanya LSM dan Ormas wanita mampu menyebarluaskan wacana tentang 

pentingnya hak dan kewajiban mereka sebaga\ bagian integral dari warga kola 

Surabaya yang berhak alas scgala infonnasi berkaitan dengan akan ditcrbitkannya 

kebijakan publik yang langsung maupun tidak berkaitan dengan kepcntingan publik. 

Bentuk·bcntuk kctcrlibatan wanita dalam pengambilan kcbijakan publik di 

Pemkot Surabaya dengan demikian tercennin dari partisipasinya untuk meneoba 

mempengaruhi setiap materi dan kebijakan tersebut agar tetap memperhatikan 

kepentingan warga pada umumnya, dan kepentingan jender pada khususnya. 

Mcskipun seringkali tidak bcrhasil sceara optimal tetapi minimal langkah partisipatif 

tersebut sudah dilakukan. Pcrlu ada kekuatan untuk mcnckan elit birokrasi pcngambil 

kebijakan publik di Pemkot Surabaya mempunyai kemauan politik (good will) untuk 

memperhatikall aspirasi warga, khususnya kaum wanita. 
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A. SIMPULAN 

IlAIl VI 

I'I:NUTUI' 

Peran dan partisipasl wanita dalam setiap pengambilan kebijakan (keputusan) 

puhlik di Pemerintah Kola Surabaya relatif masih rendah, meskipun mengalami 

peningkatan secara umum. Rendahnya tingkat partisipasi wanita itu sesungguhnya 

terkait dengan situasi konstelasi politik nasional yang tetap masih menunjukkan 

dominasi laki-Iaki atas wanita. Padahal dalam hubungannya dcngan pengambilan 

kebijakan publik, jumlah kctcrwakilan wanita dalam institusi rolitik sangat 

berpengaruh. 

Realitas keadaan wanita ini berkorelasi dengan tingkat peran dan partisipasi 

aktif dalam seliap iXngambilan kcbijakan publik. Dalam institusi dalam birokmsi 

Pemkot Surabaya keterlibatan wanlla dalam pcngambilan kebiJakan puhlik masih 

sebatas pada keikutsertaannya sebagaJ anggota yang dikonsultasikan, tetapi tidak 

mempunyai kekuatan dalam mcmpcngaruhi substansi matcri setiap kebijakan yang 

hendak dilahirkan. lIal ini agak berbcda dcngan kckuatan di luar pcgawai wanita. 

seperti LSM dan Onnas wanita di lingkungan kota Surabaya yang seringkah 

memberikan masukan-masukan tertulis dalam setiap penjaringan aspirasi. Bahkan 

seringkali mercka aktif mcngcluarkan pn..'ss releuse di media massa berkaitan dcngan 

hendak dlkcluarkan scbuah kchijakan puhlik olch Pcmkot Surabaya. 

Sdama lOi Pcmkot Surabaya mcmang scringkali mcngadakan kegJatan 

penjaringan aspirasi warga, juga wanita dalam soal penentuan kebijakan puhllk. Tapi, 
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kegiatan tersebut scringkali tidak cfcktifkarena hanya berkcmbang mcnjadi scmacam 

penyuluhan dari birokrasi kepada masyarakat. Setiap kebijakan puhlik yang hendak 

dilahirkan biasanya sudah dibuat. sehingga yang ada hallya program sosialisasi hasi!· 

hasil kebijakan puhlik. Konsultasi puhlik diadakan setelah keputusan dibuat. 

Schingga kcterlibatan wan ita (PNS maupun non-PNS) hanya sekcdar memberikan 

usulan tentang maten serta berusaha uotuk mempengaruhinya mdalui press reieuse 

di media massa sebagai tckanan puhlik. Dengan demikian plhak Pemkol Surabaya 

akao berhati-hati dalam mengeluarkan kehijakan publik, karena publik yang mcnjadi 

objek pclaksaan kcputusan tcrsebut dapat mcmhcrikan pcnilaian dan rcaksi atas 

terbitnya scbuah keputusan. 

Dalam struktur birokrasi di Pemkot Surabaya tcrlihat secara jclas dimana 

terjadi problem jender berkaitan dengan bidang-bidang tcrtentu yang seolah scsuai 

dcngan kodrat wanita, scmcntara bidang yang lain tidak. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa jcnis pckcrjaan scolah mcmiliki aspck jcndcr, yaitu discsuaikan dcngan jcnis 

kelamm. Pegawai \\·anita kbih banyak ditempatkan pada urusan-Ufusan tcknis

admlnsitratif, yang bcrkaitan dcngan surat menyurat dan dokumentasi. 

Jumlah \valllta yang duduk di parlcmcn saat ini hanya 44 orang atau 9,1 %. 

Dari 30 Dacrah Tingkat I di Indonesia tidak ada satupun pcmimpinnya dijahal olch 

wanita, scdangkan dari 336 Daerah Tingkat II hanya 6 dacrah yang Kcpala 

Dacrahnya bcrjenis kclamin wanita (llhat tabel 2), dan baru-baru ini Kabupalcn 
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Karanganyar Jawa Tengah juga berhasil memilih seorang wanita mcnjadi KcpaJa 

Daerah, meski sekarang masih pro-kontra. 

Melihat data rendahnya jumlah wanita yang menduduki jabatan Kepala 

Daerah dari TK I sampai TK II mcmhcrikan bukti tidak rcprcscntatifnya kctcrwakilun 

wanita dalam birokrasi. Padahal untuk melibatkan wanita dalam setiap 

penyelenggaraan urusan publik, tcrmasuk pengumbilan keputusan publik, salah satu 

caranya adalah dengan mengintegrasikan mereka ke dalam berbagai intitusi politik. 

Pelibatan tersebut tidak sekedar menambah jumlah keterwakilan, melainkan mclalui 

ketcrlibatan aktif dalam mempcngaruhi bcrbagai bcntuk pcngambilan kebijakan 

publik. 

Persoa!an jumlah keterwakilan wanita di berbagai wilayah strategi, utamanya 

institusi politik yang erat hubungannya dengan pcngambi!an keputusan pub!ik yang 

cukup rcndah memaksa bcrbagaJ LSM maupun organisasi-organisasi wanita mulai 

rnenuntut dibcrlakukullnya suatu slstem kuola. 13cbcrapa LSM sepeni ('enter .lilr 

UecfOru/ Re/imll (( '/:TIU)), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus 

Percmpuan Purlemcn Indonesia yang peduli terhadap ketcrwakilan wanita, khususny;\ 

di parlcmcn. 

Il. SARAN-SARAN 

Bcrdasar paua rcalitas tcrscbut di atas, maka ada beberapa saran yang perl u 

disampaikun, 
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